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ABSTRAK

Kedaulatan dalam kehidupan bernegara mempunyai peran yang sangat
penting, karena kedaulatan merupakan simbol kekuasaan dalam sebuah negara.
Berkaitan dengan kedaulatan sebuah negara adalah legitimasi bagi penguasa.
Dalam wacana politik, dua hal tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang
lainnya. Banyak tokoh yang telah menjelaskan perihal kedaulatan dalam negara
melalui sistem pemerintahan, di antaranya Baron de Montesqueiu dan Ayatulldh
Khomeini. Baron de Montesquieu (selanjutnya: Montesquieu) mengembangkan
teori John Locke tentang pembagian kekuasaan dalam negara. Konsep yang
digagas oleh Montesquieu menekankan, bahwa sistem pemerintahan harus
dipisah/dibagi antara satu bagian dengan yang lain, agar tidak ada penguasa yang
kejam, menindas terhadap rakyat, despotik dalam memimpin pemerintahan,
karena sumber kekuasaan dalam negara berasal dari rakyat. Kemudian
Montesquieu membagi kekuasaan menjadi kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan
Yudikataif.

Berbeda dengan Montesquieu, Ayatullah Khomeini (selanjutnya; Khomeini)
seorang ulama Syi’ah Itsnd” Asy’ariyyah yang mengarsiteki langsung Wildyah Faqih
sebagai sistem pemerintahan di Iran. Dalam sistem ini pemimpin tertinggi adalah
fagih dibantu dengan tiga elemen legislatif, eksekutif (Presiden) dan yudikatif.
Walaupun konsep atau gagasan Wildyah Fagih ini menggunakan konsep
kedaulatan Tuhan, namun Khomeini tidak meninggalkan peran rakyat dalam
menjalankan atau mengarahkan jalan pemerintahan, melalui pemilihan wakil di
legislatif dan pemilihan presiden.

Kajian ini merupakan kajian tata negara atau siyasah, dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk
mengetahui latar belakang pemikiran tokoh mengenai kedaulatan rakyat, hal apa
saja yang mempengaruhi para tokoh dalam memunculkan gagasan, dan
bagaimana implementasi dari gagasan kedua tokoh. Kemudian dilakukan analisa
perbandingan dari pemikiran kedua tokoh tersebut untuk mengatahui perbedaan
dan persamaannya.

Hasil penelitian ini adalah, persamaan pemikiran Montesqueiu dan
Khomaeni Pertama, melakukan pemisahan kekuasaan (separation of power) dalam
pemerintahan. Kedua, supremasi hukum mempunyai posisi signifikan atau sentral
dalam pemerintahan. Ketiga, bentuk pemerintahan republik. Sedangkan
perbedaannya pertama, sumber kekuasaan atau kedaulatan, menurut Montesqueiu
kekuasaan berasal dari rakyat sedangkan Khomaeni berasal dari Tuhan, kedua,
doktrin ajaran Khomeini berasal dari Syi’ah Itsnd” Asy’ariyyah, dan Montesqueiu
berasal dari hukum-hukum kuno dan romawi. Ketiga, Khomaeni mewujudkan
gagasannya dalam pemerintahan, sedangkan gagasan Montesqueiu menjadi
inspirasi pendiri Amerika Serikat. Keempat, Khomaeni menempatkan Faqgih sebagai
pemimpin tertinggi, bagi Montesqueiu tidak ada pemimpin tertinggi kecuali tiga
elemen yang ada.
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TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

Translitrasi kata-kata Arab yang digunakan dalammypsunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menterm#gdan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tgg@n22 Januari 1988
Nomor: 1757/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

! Alif | tidak dilambangkan
< ba b be

< ta t te

< sa S es dengan titik di atas
z jim j je

d ha’ h ha dengan titik di bawah
d kha’ kh ka dan ha

> dal d de

3 zal z zet dengan titik atas
) ra’ r er

3 zai z zet

g sin S es

3 syin sy es dan ye

P sad S es dengan titik di bawah
4 dad d de dengan titik di bawal
b ta t te dengan titik di bawah
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© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



&

G o (o

L G

C.

¢

za
‘ayn
gayn
fa
gaf
kaf
lam
mim
nun
wau
ha’
hamzah

ya’

y

zet dengan titik di bawa
koma terbalik di atas

ge
ef
qi

ka
el

em
en
we
ha

apostrof

ye

[I. Konsonan Rangkap karenaSyaddah ditulis Rangkap
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ENULA

w

sl

Il. Ta’ Marbatah di akhir Kata
a. Bila dimatikan ditulis h

LS~

L
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ditulis

ditulis

Xii

muta’addidah

‘iddah

hikmah

jizyah




Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata amatg sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dagaelya kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya.

b. Bila diikuti dengan kata sandang “a@érta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan h

U Y aal 57 ditulis karamah al-auliy’

c. Bila ta’ marhitah hidup atau dengan harakathah, kasrahdandammah
ditulis t

5 kall 5157 ditulis zakat al-fitrah

IV. Vokal Pendek

_’ (fathah) ditulis a contoh Ju ditulis gala
. (kasrah)ditulis i contoh A= ditulis masjidun
_J (dammah)ditulis u contoh <5 ditulis kutubun

V. Vokal Panjang

a. Fatlah + alif ditulis a (a garis atas)
sl ditulis jahiliyyah
b. Fatlah + alif magsur ditulis a (a garis atas)
P ditulis yasia
c. Kasrah + ya’ mati ditulis 1(i garis atas)
5 ditulis karrm
d. Dammah + wau mati ditulis 0 (u garis atas)
PP ditulis furid
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© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



VI. Vokal Rangkap

a. Fatlah + ya’ mati ditulis ai

S ditulis bainakum
b. Fatlah + wau mati ditulis au

Js ditulis gaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dpisahkan dengan

Apostrof
ol ditulis a’antum
< def ditulis u'iddat
E S5 o ditulis la’'in syakartum

VIIl. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti hurufgamariyyahditulis al-

ol all ditulis al-Qur’an

ok ditulis al-giyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyahditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyalyang mengikutinya serta menghilangkan huruf hied)

Ll ditulis as-samy’

el ditulis asy-syams

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

o2 A s ed ditulis zawr al-furid
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai macam suku dan bangsa. Agar
manusia melakukan interaksi antar manusia dalam komunitas, suku, bangsa atau
diluar komunitas, suku dan bangsa mareka. Karena itu manusia disebut sebagai
makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia hidup dan mempertahankan diri
secara kelompok, dari ancaman manusia lain maupun dari alam. Melalui
berkelompok, manusia membuat kesepakatan setiap individu dalam kelompok agar

tetap survive, John Locke, filsuf Inggris, mengatakan :

- dengan kesepakatan tiap-tiap individu, mereka dengan demikian
membuat masyarakat menjadi satu badan, dengan kekuasaan untuk bertindak sebagai
satu badan, yang terjadi oleh dan kehendak mayoritas. Apa yang membuat
masyarakat manapun ada hanyalah kesepakatan individu-individu didalamnya, dan
kerena masyarakat itu merupakan satu badan, maka harus bergerak satu arah (satu
jalan), dan dengan demikian perlulah badan itu bergerak kearah kemana kekuatan
yang lebih besar membawanya, yaitu kesepakatan mayoritas; kalau tidak demikian,
mustahil masyarakat itu bertindak atau berlangsung terus sebagai satu badan, satu
masyarakat / komunitas ; kesepakatan setiap orang yang membentuknya menyetujui
bahwa masyarakat itu harus berjalan demikian ; dan dengan demikian setiap orang
terikat oleh kesepakatan itu untuk dilingkupi atau diatasnamakan mayoritas. Maka
dari itu, kita melihat bahwa bahwa mejelis-majelis yang diberi kuasa untuk bertindak
oleh undang-undang positif, sedang undang-undang positif memberi kuasa tidak
menetapkan jumlah, tindakan mayoritas berlaku sebagai tindakan keseluruhan dan
tentu saja menentukan sebagai yang memiliki kekuasaan keseluruhan berikut hukum
alam dan akal sehat.”’

' John Locke, Kuasa Itu Milik Rakyat Esai Mengenal Asal Mula Sesungguhnya, Ruang
Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil, terj: A.Widyamartaya (Yogyakarta : Kanisius, 2002)
hlm 82-83.
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Masyarakat dengan membuat kesepakatan di antara mereka, entah itu
berbentuk sebuah badan atau aturan tanpa sebuah badan (baca; norma) untuk
mengatur hubungan antar anggotanya, masyarakat yang membentuk badan kemudian
badan tersebut disebut pemerintah. Adanya badan (baca;pemerintahan) adalah agar
terciptanya masyarakat yang nyaman, adil, makmur dan sejahtera. Sejarah telah
menunjukkan, bahwa pemerintahan yang ada dibumi ini banyak menimbulkan
masalah bagi rakyat. Penindasan, kekejaman, despotik dan lain-lain, mewarnai
lembaran sejarah pemerintahan di dunia.

Sejarah pemerintahan masa lalu banyak berbentuk monarki. Dalam sistem
monarki, penguasa (bacajraja) cenderung membuat kebijakan dengan kemauan
sendiri tanpa mematuhi hukum (konstitusi) yang ada. Karena raja merupakan
penguasa tunggal tanpa adanya sebuah kekuatan kontrol terhadap kekuasaannya.
Dengan kondisi seperti ini, rakyat dirugikan dan menjadi obyek kebijakan yang tidak
“manusiawi”’, yang kemudian banyak terjadi perlawanan atau pemberontakan
terhadap raja oleh rakyat. Revolusi Prancis dan Revolusi Iran adalah contoh
bagaimana kesewanang-wenangan yang dilakukan raja (baca;penguasa) dalam
mengatur dan menjalankan pemerintahan.

Maka, aturan atau hukum dalam sebuah negara sangat penting dalam

mengatur sistem yang ada di sebuah negara > dan kontrol rakyat terhadap pihak yang

? Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, cet. IIl (Bandung : Mizan, 1998) hlm 139 —
146.
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menjalankan pemerintahan, agar tercipta masyarakat adil dan sejahtera, merdeka dan
bebas.

Pemikiran tentang sebuah sistem pemerintahan yang baik dan mampu
memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada rakyat telah ada sejak zaman
Yunani. Plato merupakan salah satu filsuf yang dihormati sepanjang zaman,
mempunyai pemikiran sebuah negara harus di pimpin oleh orang yang bijak (baca;
filsuf).” Pemikiran Plota ini tidak lepas dari pengalaman yang di alaminya saat
melakukan perjalanan ke negara-negara Eropa waktu itu.

Selain Plato, pemikir yang mempunyai concern di bidang ke-tatanegara-an,
filsuf zaman pencerahan adalah John Locke, yang menggagas Trias Politica yakni
adanya pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan, ia menentang kemutlakan
kekuasaan negera sebagaimana yang digagas oleh Thomas Hobbes." Pembagian
kekuasaan ini agar tidak terjadi penguasa yang despotis, totaliter dalam memimpin
sebuah negara, yang intinya adanya sebuah kontrol terhadap penguasa. Trias Politica
atau Pembagian sistem pemerintahan yang digagas Locke adalah Legislatif, Eksekutif

dan Federatif.’

3 Henry J Schmandt, Filsafat Politik; Kajian Historis dari zaman Yunani kuno sampai zaman
Modern, cet 11, terj A. Baidlowi dan Imam Baehagqi (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm 68.

* John Locke, Kuasa Itu Milik Rakyat, hlm.11.

5 Ibid., him.13.
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Kemudian gagasan Locke dikembangkan oleh pemikir Prancis yang juga
bangsawan Baron de Montesquieu dengan konsep Trias Politica.® Dalam Trias
Politica, Montesquieu membagi kekuasaan ada tiga, pertama Legislatif yang
berfungsi membuat undang-undang, kedua kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan
undang-undang dan, ketiga kekuasaan Yudikatif sebagai bagian dari sistem
pemerintahan yang idependen dalam wilayah penegakkan hukum,” menghapus
kekuasaan Federatif yang menurut Montesquieu cukup di tangani Eksekutif.

Pemisahan yang digagas oleh Locke maupun Montesqueiu, diharapkan
mampu melakukan kontrol antar bagian kekuasaan yang ada ; dan menghambat
kemungkinan penyelewengan terhadap kekuasaan. Dengan menolak kekuasaan
absolut negara terhadap rakyat, maka rakyat harus berdaulat melalui sistem
pemerintahan. Seperti yang di katakan oleh Montesqueiu :

“Kekuasaan perundang-undangan harus terletak pada badan perwakilan

rakyat; kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada raja; kekuasaan

pengadilan pada para hakim yang sama sekali bebas dari kekuasaan pelaksanaan.” 8

Karena legitimasi terhadap penguasa berasal dari rakyat bukan dari negera,

rakyatlah yang memberikan legitimasi terhadap wakil rakyat yang berada di legislatif,

® Gagasan Trias Politica Montesquieu dapat dilihat dalam De [*Esprit des Lois (The Spirit Of
the Laws ) khusus dalam buku ke-IX atau bab IX.

" Berbeda dengan Locke yang memasukkan wilayah peradilan (baca; hukum) dibawah
Eksekutif.

8 Arief Budiman, Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi, cet. 11 (Jakarta :

Gramedia, 1997) hlm 36.
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eksekutif maupun yudikatif. Trias Politica-nya Montesquieu cukup "laris" sebagai
sebuah sistem pemerintahan sebagaimana yang di-ideal-kan para foundhing father
diberbagai negara. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat, bahkan Indonesia juga
menganut sistem trias politica Montesquieu, walaupun ada modifikasi dalam
implementasinya.

Montesquieu dalam menggagas Trias Politica tidak bisa lepas dari kondisi
masyarakat Eropa waktu itu yang sedang mengalami perubahan yang sangat
mendasar yang dikenal dengan zaman pencerahan. Pada masa ini, perkembangan
ilmu pengetahuan berkembang pesat, termasuk ilmu politik dan ketatanegaraan.
Perkembangan ilmu ketatanegaraan pada masa ini dengan semangat pembebasan
memisahkan hubungan antara agama dan negara. Hubungan agama dan negara di
Eropa sebelum terjadinya renaisains sangat dekat, bahkan terjadi penyalahgunaan
wewenang oleh penguasa dengan legitimasi agama. Revolusi yang terjadi di Prancis
tahun 1687 menjadi salah satu bukti bahwa hubungan agama dan negara harus
dipisahkan, dan pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan.

Dengan semangat yang sama (baca; pembebasan), revolusi terjadi di Iran. Iran
yang sebelumnya bernama Persia, di pimpin oleh rezim Pahlevi banyak melakukan
kekejaman terhadap rakyat dan despotik dalam memimpin. Rezim Pahlevi tidak
segan-segan membunuh pihak oposisi dengan dinas rahasia SAVAK yang dibentuk
bersama Inggris dan Israel.

Melihat kondisi rakyat Iran yang memprihatinkan, sosok Khomeini sebagai

Ayatullah di Iran, melakukan perlawanan terhadap rezim serta memimpin rakyat Iran
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menggulingkan rezim Pahlevi. Semangat penggulingan rezim Pahlevi merupakan
semangat memperjuangkan kebebasan disertai semangat keagamaan kaum Syi’ah
Itsnd’ Asy’ariyyah .

Revolusi yang terjadi tahun 11 Februari 1979, mengahancurkan tesis sebagian
orang, bahwa negara dan agama harus dipisahkan untuk mencapai cita-cita
kesejahteraan. Dengan semangat anti terhadap imperialisme, penindasan, monarki,
Ayatullah Khomeini mengganti sistem pemerintahan Iran yang sebelumnya
berbentuk Monarki dengan Republik Islam.

Dengan dominasi mazhab Syi’ah Itsna’ Asy’ariyyah di Iran, sistem
pemerintahan yang digunakan dalam republik Islam ini menggunakan sistem wildyah
fagith.’ Dalam sistem ini, menempatkan faqih sebagi pemimpin tertinggi dalam
negara. Walaupun dalam wildyah faqih negara dipimpin oleh pemimpin tertinggi
seorang Ayatullah 'Udzma, rakyat tetap memegang peran penting dalam
pemerintahan di Iran, hal ini terlihat dengan adanya pemilihan parlemen Iran, rakyat
Iran harus memilih calon legislatif sebagai wakil rakyat'® dan presiden.

Dalam sistem wildyah faqih yang terjadi di Iran menunjukkan bahwa agama
dan negara tidak dapat dipisahkan. Karena negara dipimpin oleh pemimpin spritual

atau Ayatullah 'Udzma yang menjadi pemimpin tertinggi negara dan agama

° Dalam konsep wilayat al-fagih sebuah negara di pimpin oleh pemimpin tertinggi yakni
seorang imam. Imam ini selain pemimpin tertinggi negara juga pemimpin spiritual rakyat Iran.

10 Rifki Gunara dan Ahmad Afifi Sazali, “Revolusi Islam Iran 1979 ; Antara Kebangkitan
Islam dan Politik Penguasaan Negara”, TRADEM, edisi ketujuh (Februari-April 2005), hlm. 44.
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mempunyai posisi penting dalam negara. Berbeda dengan konsep Trias Politica yang
memisahkan antara peran agama di wilayah privat dan negara di wilayah publik.
Sebagai penggagas, Khomeini dan Montesqueiu merupakan seorang pemikir
yang menginginkan terciptanya sebuah pemerintahan yang adil dan mampu
membawa rakyat dalam kesejahteraan dan kedamaian. Namun, kedua pemikir ini
mempunyai latar belakang sosial, waktu, kondisi negara keduanya, kemudian juga
background pendidikan yang mereka terima mempunyai perbedaan. Hal ini
mempunyai implikasi dalam konsep dan implementasi dari gagasan kedua pemikir.
Perbedaan antara wildyah fagih dengan Trias Politica adalah wildyah faqih
hadir setelah adanya sebuah revolusi dan Trias Politica digagas sebelum terjadinya
revolusi Prancis, dimana kondisi negara tidak memberikan sebuah ruang kebebasan
dan kemerdekaan kepada rakyat. Maka, peran rakyat dalam kedua sistem

pemerintahan menjadi obyek penelitian penulis.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, pokok masalah yang
diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana konsep Ayatullah Khomeini dan
Baron de Montesquieu tentang Kedaulatan Rakyat dan persamaan dan perbedaan

pemikiran kedua tokoh tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :
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1. Menggambarkan atau menjelaskan pemikiran Ayatulldh Khomeini dan Baron
de Montesquieu tentang Kedaulatan Rakyat

2. Mencari persamaan dan perbedaan antara pemikiran kedua tokoh tersebut.
Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam kajian hukum tata negara.

2. Kajian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian politik

atau tata negara.

D. Telaah Pustaka

Mengkaji tentang permasalahan sistem pemerintahan bukanlah hal yang baru.
Dalam kajian sistem pemerintahan banyak kaitannya dengan filsafat politik yang di
gunakan sebagai paradigma dalam memunculkan sebuah gagasan tentang sebuah
sistem pemerintahan yang mampu memberikan kesejahteraan masyarakat yang ada
dalam sistem tersebut.

Montesquieu dan Khomeini merupakan sosok pemikir dari sekian banyak
pemikir dalam wilayah kajian sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Dengan
semangat yang sama menginginkan sebuah sistem pemerintahan yang mampu
memberikan rasa aman, sejahtera dan adil bagi siapa saja yang dalam sebuah sistem
pemerintahan, kedua pemikir ini memunculkan teori sistem pemerintahan Trias

Politica dan Wilayah Faqih.
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Dari kedua teori sistem pemerintahan diatas, satu hal yang tidak dapat di-nafi-
kan dalam mengkaji sistem pemerintahan adalah kedaulatan dalam sebuah sistem
pemerintahan tersebut.

Banyak pengkaji atau peneliti dalam permasalahan sistem pemerintahan dan
kedaulatan yang telah membahas persoalan tersebut, antara lain : Agus Wahyudi
dalam tulisannnya yang berjudul Doktrin Pemisahan Kekuasaan : Akar Filsafat dan
Praktek"' dalam Jurnal Hukum “Jentera” mencoba melihat konsep pemisahan
kekuasaan dalam kontek modern (baca; saat ini). Arief Budiman dalam bukunya
Teori Negara ; Negara, Kekuasaan, dan ldeologi '* yang mengulas tentang teori
negara, konsep kekuasaan, ideologi-ideologi negara dunia dan geneologi macam-
macam kedaulatan khususnya kedaulatan rakyat dan pentingnya sebuah kedaulatan
berada ditangan rakyat.

John Locke dalam esainya yang cukup terkenal yakni Kuasa Itu Milik Rakyat
; Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan maksud Tujuan
Pemerintahan Sipil,"” judul aslinya An Essay Concerning The True Original, Extent
and End of Civil Government dalam esai ini Locke menjelaskan pentingnya

pemisahan kekuasaan agar tidak terjadi penguasa yang despotik, absolut dalam

""" Agus Wahyudi, “Doktrin Pemisahan Kekuasaan : Akar Filsafat dan Praktek  Jentera
Jurnal Hukum, edisi 8 Tahun III (Maret 2005).

12 Arief Budiman, Teori Negara ; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi, cet 11 (Jakarta :
Gramedia, 1997).

' John Locke, Kuasa Itu Milik Rakyat Esai Mengenal Asal Mula Sesungguhnya, Ruang
Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipi, terj: A.Widyamartaya (Yogyakarta : Kanisius, 2002).

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 9



memerintah. Moh. Kusnardi SH dan Prof. Dr. Bintan R. Saragih, MA dalam buku
limu Negara ' membahas tentang teori dasar negara beserta ciri dan macam
kedaulatan yang berlangsung selama sistem pemerintahan yang terjadi di dunia.

Yudi Hardeos dalam karya ilmaihnya (baca; skripsi) yang berjudul Hubungan
Antar Lembaga Negara (Kajian pemikiran Montesqueiu dan al-Maududi)” mengkaji
pemisahan antar lembaga Negara menurut Montesqueiu dan al-Maududi. Dalam
kajian ini Hardeos hanya menelaah pada sisi pemisahan lembaga Negara dalam
gagasan kedua tokoh.

Selain kajian pemisahan kekuasaan dalam sebuah system pemerintahan,
pengkaji sistem Wildyah Fagih sebagai sebuah system pemerintahan baru yang hadir
pada abad 20 juga tidak sedikit. Para pengkaji system ini antara lain ; Noor Arif
Maulana, Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat al Fagih '® mengkaji pra dan
pasca terjadinya revolusi Iran. Noor mencoba menjelaskan benang merah sejarah
Wildayah Faqgih dan Revolusi Iran. Kemudian Mehdi Hadavi Tehrani, Negara Ilahiah
7 yang mencoba menelaah dari sisi dalil dan idealnya konsep Wildyah Fagih dalam

pemerintahan.

' Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih. Ilmu Negara, cet. IIl (Jakarta : Gaya Media
Pratama, 1995)

' Yudi Hardeos, Hubungan Antar Lembaga Negara (Kajian Pemikiran Montesquieu dan al-
Maududi) skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2003).

' Noor Arif Maulana, Revolusi Islam Iran dam Realisasi Vilayat-i al Fagih (Yogyakarta:
Kreasi Wacana, 2003).

'" Mehdi Hadavi Tehrani, Negara Ilahiah, terj. Rudi Mulyono (Jakarta : Al Huda, 2005).
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Dalam karya ilmiah (baca;skripsi) banyak mahasiswa khususnya Fakultas
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga yang mengkaji pemikiran Khomeini salah satunya M.
Falikul Isbah dalam skripsinya yang berjudul Sistem Politik Iran Pasca Revolusi
1979 : Studi atas Konstitusi dan Pelembagaan Negara Republik Islam Iran 1979-
1989, '® yang mengulas proses politik pelembagaan wildyah fagih pasca revolusi Iran
1979.

Menelaah hasil penelitian di atas, penulis melakukan penelitian dalam
permasalahan kedaulatan. Karena penelaahan yang penulis lakukan berkenaan hasil
penelitian diatas tidak ada atau hanya sedikit yang membahas tentang kedualatan
dalam sebuah negara. Dalam penelitian ini penulis meneliti pemikiran Ayatullah
Khomeini dan Baron de Montesqueiu sebagai tokoh yang mempunyai pengaruh besar
dalam pemikiran politik di dunia dalam persoalan kedaulatan. Berkaitan dengan hal
tersebut, penulis menelaah karya dari kedua tokoh tersebut dan karya-karya peneliti

lainnya yang berkaitan dengan kajian yang penulis lakukan.

E. Kerangka Teoritik
Menurut Niccolo Machiavelli bentuk negara ada dua, pertama negara
monarki, dalam bentuk negara monarki kepala negara tidak dipilih oleh rakyat tetapi

dengan cara pewarisan. Kedua negara republik, dalam bentuk negara republik kepala

18 M. Falikul Isbah, “ Sistem Politik Iran Pasca Revolusi 1979 : Studi atas Konstitusi dan
Pelembagaan Negara Republik Islam Iran 1979-1989” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga (2005).
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negara dipilih oleh rakyat tidak dengan cara pewarisan. Sepakat dengan Machiavelli
adalah Georg Jellinek dalam Allgemene Staatlehre yang membagi bentuk negera
Republik dan Monarki."

Pemerinatahan republik lebih dekat dengan paham demokrasi yang
menghormati dan memberi ruang kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam
kehidupan bernegara. Dalam demokrasi memungkin warga negara untuk berpengaruh
pada keputusan-kepautusan politik.*

JJ Rousseau menggagas adanya kontrak sosial antara rakyat dan penguasa.
Kontrak sosial ini dilandasi semua orang mempunyai hak alamiah yang sama, dan
menyerahkan diri dan seluruh kekuasaannya untuk kepentingan bersama yakni
kehendak umum.”'

Bentuk negara dan sistem pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda.
Ibarat sepasang mata uang logam yang tidak dipisahkan. Bentuk negara sebagaimana
yang dijelaskan diatas, sedangkan sistem pemerintahan merupakan representasi dari
sebuah kedaulatan yang diatur oleh undang-undang dasar negara.

Islam tidak hanya berbicara mengenai persoalan ‘ubudiyah, tetapi Islam juga
berbicara persoalan muamalah. Bagian dari persoalan muamalah yang ada dalam

Islam adalah persoalan tentang politik (kekuasaan). Adanya sebuah pemerintahan

19 Soehino SH, Ilmu Negara, cet . III (Yogyakarta : Liberty, 2000) hlm 174
2 Eberhard Puntsch, Politik dan Martabat Manusia, (Jakarta: Sinar Harapan, 1996) hlm 26.

*! Jean Jecques Rousseau, Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik, terj
Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat,(Jakarta ; Dian Rakyat, 1989) him.16.
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merupakan hal yang tidak dapat di-nafi-kan oleh umat Islam, karena pemerintah
menjadi alat untuk melindungi, melakukan kontrol terhadap masyarakat” dan
menjalankan syari’at Islam.

Perdebatan antara mazhab-mazhab dalam Islam khususnya Syi’ah dan mazhab
Sunni tentang pemimpin pemerintahan sampai saat ini tidak ada kata sepakat.
Khalifah menurut mazhab Sunni sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW yakni
Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan menurut mazhab
Syi’ah yang berhak memimpin umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW
adalah Ali bin Abi Thalib kw.” Hal ini disampaikan Nabi Muhammad saat
perjalanan pulang menuju Makkah dan Madinah di Ghadir Khum saat haji wada’.
Tapi kenyataan yang terjadi berbeda dengan apa yang di idealkan oleh mazhab
Syi’ah, ‘Ali disingkirkan oleh Umayyah dkk yang kemudian terbunuh dan
pemerintahan Islam kemudian berbentuk monarki. **

Namun mazhab Sunni dan mazhab Syi’ah Istnd’ Asy’ariyyah mempunyai

tujuan sama yakni sama-sama ingin menjalankan hukum-hukum syara’ sebagaimana

?2 al-Imam al-Mujéhid al-Sayyid Ruhullah al-Khomeini, al-Hukiimat al-Islamiyyah, (Teheran
: al-Maktabah al-Islamiyah al-Kubra,tt) hIm. 23-24.

* Ibid. him. 42-43.
* Sistem pemerintahan monarki dianggap mazhab Syi’ah Istnd’ Asy’ariyyah tidak sesuai

dengan apa yang telah garis kan Allah SWT. Lihat al-Imam al-Mujdhid al-Sayyid Ruhulldh al-
Khomeini, al-Hukiimat al-Isldmiyyah, hlm, 48.
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yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya®
melalui pemerintahan.

Dalam pemerintahan Islam yang dibangun oleh kedua mazhab tersebut,
kekuasaan tertinggi atau kedaulatan ada pada Allah SWT. Manusia hanya berhak
menjalankan hukum, aturan yang telah di tentukan oleh Allah. Analogi yang
digunakan oleh Abul A’la Al-Maududi dalam memahami kedaulatan tuhan dalam
pemerintahan Islam adalah Allah swt pencipta alam semesta, dan yang memelihara
seluruh yang ada di alam raya ini termasuk manusia. Semuanya tersebut adalah
miliknya dan perintahnya harus di tegakkan dan ditaati oleh manusia.”

Menurut Imam Khomeini*’ pemerintahan Islam merupakan kebutuhan umat
Islam untuk menjalankan hukum syara’. Selain untuk menjalankan perintah Allah
(baca; hukum syara’) pemerintahan Islam diharapkan umat Islam dapat memperoleh

kebaikan di dunia dan di akhirat kelak.?®

» Pelaksanaan hukum syara’ dan administratif terlihat saat Islam periode Madinah, Nabi
SAW banyak mengirim delegasi atau para sahabat ke kerajaan yang ada di sekitar semenanjung
Arabia.

% Abul A’la al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, cet. IV (Bandung;
Mizan,1995), him. 189.

?7 al-Imam al-Mujahid al-Sayyid Ruhullah al-Khomeini, al-Hukimat al-Islamiyyah, hlm, 23-

28.

28 Ibid, him, 24.
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F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
sebagai berikut :
1. Jenis penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research),
yakni penelitian yang mengkaji karya Ayatullah Khomeini al Hukiimat al
Islamiyah dan karya Baron de Montesquieu The Spirit of the Laws.
2. Sifat penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu mengumpulkan dan
memaparkan konsep kedaulatan rakyat menurut Baron de Montesquieu
melalui teori Trias Politica dan Ayatullih Khomeini melalui teori Wildyah
Faqih secara objektif, kemudian menganalisis dengan menggunakan teori
yang sudah ada.
3. Teknik pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur
yang ada relevansinya dengan kajian ini. Terutama buku karya Baron de
Monatesquieu The Spirit of the Law” dan Ayatulldh Khomeini al-Hukimat
al-Islamiyah serta karya-karya yang mengkaji keduanya. Juga karya-karya
yang berkaitan dengan kedaulatan sebagai objek dari penelitian ini.

4. Pendekatan

?? Sehubungan penulis tidak dapat menemukan sumber asli yang berupa buku, maka, penulis
menggunakan sumber The Spirit of Laws yang ditranslit oleh Thomas Nugent dari bahasa Prancis ke
bahasa Inggris.
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
historis, yaitu memaparkan konsep tentang kedaulatan rakyat dalam teori
masing-masing tokoh.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan kerangka berfikir
komparatif, yaitu membandingkan konsep Baron de Montesquieu dan
Ayatullah Khomeini.

Dalam hal ini penulis akan mengkaji konsep Baron de Montesquieu
dan Ayatullah Khomieni tentang kedaulatan rakyat. Hal ini tentu akan sangat
berkait dengan latar belakang yang mempengaruhi keduanya. Dari situlah
penyusun akan menganalisis konsep keduanya dengan menggunakan teori
yang sudah ada, sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaan antara

keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami
penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan disusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bahasan.
Pertama, latar belakang masalah, yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah
yang diteliti. Kedua, pokok masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang
terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan, yakni tujuan

dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka, berisi
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penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan yang ada kaitannya
dengan objek penelitian ini. Kelima, kerangka teoretik, menyangkut pola fikir atau
kerangka berfikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. Keenam,
metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam
mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan, yang
merupakan akhir dari bab ini yang bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian.

Untuk mengetahui gambaran umum tentang kedaulatan rakyat dan macam-
macam teori kedaulatan, maka pada bab kedua akan dipaparkan gambaran umum
tentang kedaulatan dan macam-macam kedaulatan. Bab kedua ini akan dibagi
menjadi dua sub bahasan. Pertama, tentang teori dan macam-macam kedaulatan
menurut filsuf barat. Kedua, pemikiran filsuf barat tentang teori kedaulatan dan
macam-macamnya.

Pada bab tiga berisi tentang konsep kedaulatan menurut Ayatullah Khomeini
dan Baron de Montesquieu. Bab ini terbagi dalam tiga sub bab antara lain tentang ;
pertama, Khomeini dan Wildyah Faqih, adapun sub tema adalah biografi Khomeini,
Wilayah Faqih dan implementasinya dalam lembaga negara, kedaulatan rakyat dalam
wilayah faqih, kedua Montesqueiu dan Trias Politica adapun sub tema adalah biografi
Montesqueiu, Hukum sebagai konstitusi, Trias Politica dan pembagian kekuasaanya
dan, kedaulatan rakyat dalam Trias Politica. Ketiga, kedaulatan rakyat dalam wilayah
faqih dan trias politica, adapun sub tema adalah biografi Khomeini dan Montesqueiu,
bentuk pemerintahan dan pembagian kekuasaan, supremasi hukum dan posisi rakyat

dalam Wilayah Faqih dan Trias Politica.
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Selanjutnya bab keempat adalah penutup yang berisi kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
Sebagai akhir dari bab ini adalah berisi saran kritik yang diharapkan dapat bermanfaat

bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.
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BAB I1

KONSEP KEDAULATAN

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Ada berbagai
macam jenis kedaulatan dalam kajian negara. Sebelum mengkaji macam-macam
kedaulatan perlu kita simak istilah kedaulatan. Istilah kedaulatan pertama kali
digunakan oleh Jean Bodin pada abad ke-16. Kalau kita simak dalam istilah bahasa,
kedaulatan berasal dari terjemahan kata sovereignty dalam bahasa Inggris, selain dari
bahasa Inggris juga berasal dari bahasa Prancis — souverainete,’ bahasa Jerman -
sovereignitiet, bahasa Belanda - souvereyn dan dalam bahasa Italia - sperenus. Istilah-
istilah bahasa diatas menunjukkan pengertian bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu
negara.” Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kedaulatan bermakna kekuasaan
yang tertinggi atau hak dipertuan (atas pemerintahan negalral).3 Menurut Amiruddin,
kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yakni dari kata ddla yadiilu atau dalam

bentuk jamak duwal yang makna berganti-ganti atau pembahan.4 Mahmud Yunus

! Lihat http://www.1911encyclopedia.org/Sovereignty diakses tanggal 31 Januari 2008.

* Lihat Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy (New York : Routledge, 2003) him.
853. Lihat juga David Crystal (ed), The Cambridge Encyclopedia (Australia : Cambridge University
Press, 1990) hlm. 1132. Juga M. Hasbi Amirudin, Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman
(Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm 101.

3 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005)
hlm. 269 -270.

* M. Hasbi Amirudin, Konsep Negara Islam, him. 101.
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memberi makna duwal dengan arti berganti atau perubahan juga memberi arti
kerajaan, negara dan kuasa.’

Kedaulatan sendiri bagian dari “simbol” negara. Dalam era modern saat ini,
banyak negara di dunia menggunakan asas demokrasi dalam kehidupan bernegara.
Demokrasi sebagai asas selalu menjunjung tinggi pemerintahan berada di tangan
rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the
people, by the people, for the people) merupakan sebuah pengertian yang tidak dapat
dipungkiri, bahwa kekuasaan yang ada dalam sebuah pemerintahan atau negara
adalah kekuasaan yang berada ditangan rakyat bukan raja, atau sekelompok orang.

Sebelum membahas tentang kedaulatan lebih jauh, kita lihat beberapa definisi
kedaulatan. Sebagai pencetus kedaulatan, Jean Bodin mendefinisikan kedualatan
adalah kekuasaan absolut dan abadi yang diletakkan di commonwelth
(persemakmuran) ; ia adalah kekuasaan tertinggi diatas warga negara dan tidak
dibatasi oleh hukum.® Dalam Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy
kedualatan adalah sebuah kekuasaan yang di miliki oleh seseorang atau lembaga
terhadap orang lain atau lembaga lain yang berada dalam wilayahnya.” Sifat dari

kedaulatan adalah tidak dapat dibagi, abadi dan mutlak.

5 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, cet. VIII (Jakarta : Hidakarya Agung, 1990) hlm.
132.

® Lihat Jean Jecques Rousseau, Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum
Politik,terj. Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat (Jakarta: Dian Rakyat, 1989) hlm. 282. Lihat juga
David Crystal (ed), The Cambridge Encyclopedia (Australia : Cambridge University Press, 1990) hlm.
1132.

" Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy (New York : Routledge, 2003) him. 853.
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Frans Magnis Suseno mendefinisikan kedaulatan sama dengan Jean Bodin
yakni hak kekuasan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak tergantung, dan tanpa kecuali.®
Jean Bodin memberikan contoh kedualatan dengan kekuasaan Tuhan yang tidak
dapat dibagi dengan tuhan lainnya, karena kekuasaan Tuhan sangatlah mutlak dan
tidak dapat dibagi, bahkan dalam pandangan Bodin, Tuhan tidak mampu menciptakan

Tuhan lainnya, karena kekuasaan Tuhan yang tidak dapat dibagi.

A. Kedaulatan Dalam Pandangan Filsuf Barat.

Masyarakat Athena atau negara kota Yunani — untuk tidak mengatakan negara
pertama yang mengenal kedaulatan — telah mengenal kedaulatan dalam pemerintahan
(baca; negara). Hal ini pengaruh dari para filsuf Yunani saat itu yang sering berbicara
tentang masalah manusia dan kelompok-kelompok mereka.” Selain itu juga terlihat
dari literatur para sarjana-sarjana abad pertengahan yang menggunakan istilah
Superanus, summa potestas, atau plenitudo potestatis yang berarti wewenang
tertinggi dari kesatuan politik. Selain tiga istilah tersebut, Basileus —bahasa Yunani -
sebutan untuk raja yang mempunyai kekuasaan yang besar pada zaman Yunani

1
kuno.'”

¥ Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,
(Jakarta : Gramedia, 1986) hlm. 175.

° M. Hasbi Amirudin, Konsep Negara Islam, hlm. 103.

10 http://en.wikipedia.org/wiki/Soverignty diakses tanggal 30 Januari 2008.
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Selain Bodin, Thomas Hobbes filsuf barat juga mendefinisikan kedaulatan.
Definisi Hobbes tentang kedualatan adalah wewenang yang absolut, luas dalam
sebuah wilayah dan tidak mengenal waktu.!" Wewenang tersebut menurut Hobbes
tidak termasuk dalam wilayah privat, individu-individu dalam wilayah tersebut
berhak melakukan apa saja yang menjadi keinginan individu. Inti kedualatan bagi
Hobbes adalah hak untuk membuat undang-undang. Ia mecontohkan apabila seorang
raja membuat undang-undang ; raja tidak dapat dikenakan undang-undang ia buat.

Hobbes dalam mendefinisikan kedualatan tidak lepas dari gagasannya tentang
kontrak sosial. Ada empat hal gagasan Hobbes tentang kontrak sosial,'* pertama,
perjanjian terselenggara bukan antara ruler (penguasa) dan ruled (rakyat) tetapi
sebuah kesepakatan (agrrement) antara individu-individu untuk mengakhiri keadaan
alamiah (state of nature) dan membentuk masyarakat sipil. Kedua, kontrak sosial
dilakukan oleh individu-individu yang secara alamiah terisolir dan anti-sosial.
Kontrak kedua ini menunjukkan bahwa manusia tidak mempunyai kepentingan
alamiah bersama : tetapi merek mempunyai kepentingan untuk mempertahankan
masyarakat sipil yang mereka bentuk. Ketiga, individu-individu yang terbentuk
dalam perjanjian sosial (social covenant) merupakan konsekuensi dari kedaulatan dari
pada sumber kedaulatan. Keempat, orang-orang dituntutmenciptakan kedualatan yang

kuat guna menajalankan tatanan internal dan mempertahankan diri dari agresi luar.

1 http://plato.stanford.edu/entries/sovereignty/ diakses tanggal 28 Januari 2008.

'> Henry J Schmandt, Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai
Zaman Modern,cet. I1 (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2005) hlm.317-318.
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Berbeda dengan Bodin dan Hobbes, John Locke - walaupun tidak
mendefinisikan kedualatan secara definitif, tetapi ia berpandangan bahwa - kekuasaan
tertinggi ada pada masyarakat. Hal ini berasal dari pandangan Locke bahwa manusia
berkumpul dan bersepakat untuk membuat pemerintahan sipil. Pemerintahan sipil
harus mengikuti arah yang ditentuan kesepakatan mayoritas.”” Maka, untuk
melembagakan gagasan tersebut Locke menggagas adanya pembatasan pemerintah
dan pembagian dalam sistem pemerintahan yakni Trias Politika. Menurut Locke
hanya ada satu agen politik tertinggi, agen yang dimaksud Locke adalah legislatif
sebagai pengawas (trustee) hukum bagi rakyat dan pemegang kedaulatan.'*

Sedangkan Montesqueiu lebih condong pada paham demokrasi dalam
pemerintahan. Karena dalam paham atau asas ini menunjukkan kedaulatan dalam
tangan rakyat. Montesquieu menilai kedualatan tidak dapat terlaksankan kecuali
dengan rakyat mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yang menunjukkan
kehendak rakyat sendiri. Adapun kehendak dari kedualatan adalah kedaulatan itu
sendiri."”

Rakyat sebagai penguasa tertinggi wajib mengatur segala sesuatu yang berada
di dalam lingkungannya. Sedangkan hal-hal yang diluar kemampuan mereka harus

dilakukan oleh para menteri.

'3 John Locke, Kuasa Itu Milik Rakyat ; Esai Menganai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang
Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil, terj. A.-Widyamartaya (Yogyakarta : Kanisius, 2002)
hlm. 82-83.

"* Henry J Schmandt, Filsafat Politik; Kajian Historis hlm. 340.

' Lihat Bab IL. The Spirit of Law. http://oregonstate.edu/instruct/ph1302/philoshopers/
montesqueiu.html di akses tanggal 23 Juli 2006.
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keksk

Ada beberapa macam teori kedualatan dalam pandangan pemikir atau filsuf
Barat, antara lain :

1. Kedaulatan Tuhan

Menurut sejarah, teori kedaulatan tuhan adalah teori kedaulatan paling tua
dibandingkan dengan teori kedaulatan lainnya. Dalam teori kedaulatan tuhan, tuhan
lah yang mempunyai kuasa terhadap segala alam dan manusia dimuka bumi. Paham
kedaulatan ini berkembang pada abad pertengahan, yakni antara abad V sampai abad
XV masehi.

Hal ini terjadi seiring perkembangan agama Kristen di Eropa. Yang awalnya
perkembangan agama Kristen di toleransi oleh kerajaan Romawi akhirnya diakui —
karena menjadi kelompok agama yang mempunyai pengaruh besar dalam negara -
menjadi agama resmi negara. Dari pengakuan ini masih menyisakan masalah yakni
masalah antara kelompok politik dan kelompok agama. Karena kelompok politik
mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap negara mencakup loyalitas terhadap dewa-
dewa negara, hal ini ditolak oleh kelompok agama karena bertentangan dengan

doktrin agama Kristen.'

Kemudian pemuka agama Kristen melakukan
pengorganisiran terhadap penganutnya yang kemudian menjadi organisasi

keagamaan, yakni gereja dan di kepalai oleh Paus.'’

' Henry J Schmandt, Filsafat Politik; Kajian Historis hlm. 141-142.

"7 Soehino, Ilmu Negara hlm 152.
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Salah satu tokoh teori kedaulatan tuhan adalah St. Augustinus yang
menyatakan bahwa yang mewakili Tuhan di dunia dan juga dalam suatu negara
adalah Paus. Antara kekuasan raja dan Paus itu sama, maka ada pembagian wilayah
kekuasaan. Dalam pembagian ini raja berkuasa dalam wilayah kedunawian dan paus
berkuasa dalam wilayah keagaman.'® Dalam perkembangannya Marsillius menitik
beratkan kekuasan berada di tangan raja sebagai wakil Tuhan untuk melaksanakan
kedaulatan atau memegang kedaulatan di bumi. Namun dalam karya Unam Sanctam,
meyatakan bahwa :

“ .... Oleh karena itu, keduanya, kekuasaan spiritual dan kekuasaan dunia,
berada di tangan Gereja.... Karenanya satu pedang harus berada dibawah pedang
lainnya dan kekuasaan dunia tunduk pada kekuasaan spiritual... Oleh karenanya, jika
kekuasaan bumi menyimpang, ia harus dihakimi oleh kekuasaan spiritual.. Tetapi jika
kekuasaan tertinggiu menyeleweng, ia hanya bisa dihakimi oleh Tuhan, bukan oleh
manusia.”"

Dari karya tersebut menurut beberapa komentator menjadi dasar bagi Paus
untuk melakukan imperialisme kepada kerajaan-kerajaan yang tidak mau tunduk
dibawah kekuasaannya. Machiavelli mencatat banyak negara-negara yang takut untuk
tidak tunduk dibawah kekuasaan geraja (baca ; Paus) karena dua hal pertama karena
negara-negara dibawah kekuasaan Paus takut akan kebesaran Gereja, kedua tidak

adanya kardinal yang menyebabkan pertikaian diantara negara bawahan Paus.”

*® Ibid. hlm 152
' Dikutip dari Henry J Schmandt, Filsafat Politik; Kajian Historis hlm.177.

%0 Nicollo Machiavelli, Il Principe ; Sang Penguasa, terj.C. Woekirsari. Cet. VI (Jakarta :
Gramedia Pustaka, 2002) hlm. 48.
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2. Kedaulatan Raja

Dalam penghujung abad ke-16, di Eropa muncul pemikiran-pemikiran politik
yang menitik beratkan pada kedaulatan raja sebagai sumber kekuasaan politik.”’
Dengan adanya paham ini kekuasaan Gereja terhadap kerajaan-kerajaan di Eropa
mulai memudar. Raja sebagai penguasa dalam sistem negara monarki mempunyai
kekuasaan dominan terhadap elemen-elemen yang ada dalam negara. Karena — hal ini
berasal dari asumsi - rakyat menyerahkan kekuasan mereka kepada raja untuk
mengatur kehidupan warga negara (baca; rakyat). Awalnya konsep ini (baca;
kedaulatan raja)** dapat diterima oleh rakyat. Namun, lama kelamaan kekuasaan raja
yang dominan membawa rakyat kearah yang tidak memberikan ruang dan hak
kebebasan dan kemerdekaan bagi rakyat. Dengan kondisi yang merugikan rakyat
kemudian kekuasaan raja yang dominan dibatasi.

3. Kedaulatan Negara

Dalam pandangan Jean Bodin dalam mendefinisikan negara sebagai
pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan

bersama oleh kekuasaan yang berdaulat.” Dengan pemahaman negara tersebut,

2l ST, Sularto, Nicollo Machiavelli Penguasa Arsitek Masyarakat (Jakarta : Kompas, 2003)
hlm. 11.

22 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, cet. IIl (Jakarta : Gaya Media
Pratama, 1995) him. 119.

» Henry J Schmandt, Filsafat Politik; Kajian Historis hlm. 279.
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adanya negara untuk menciptakan sebuah kehidupan yang baik dan membuat
warganya menjadi bijak dan yang terpenting adalah adanya kedaulatan.

Menurut Bodin, yang membedakan negara dengan organisasi atau komunitas
lainnya adalah adanya kedaulatan. Dalam teori kedaulatan ini, kekuasaan berasal dari
negara.

Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, dalam buku /lmu Negara mencatat
bahwa teori kedaulatan negara ini muncul di Jerman. Untuk mempertahankan
kekuasaannya, raja merangkul golongan bangsawan, angkatan perang atau militer dan
birokrasi yang ada di Jerman waktu itu. Teori ini juga dikatan sebagai kelanjutan dari
kedaulatan raja. **

Rakyat yang mempunyai paham kedaulatan rakyat dikhawatirkan oleh raja,
rakyat akan melakukan pemberontakan terhadap raja. Untuk mengantisipasi agar
rakyat tidak melakukan pemberontakan terhadap raja, kemudian raja membuat teori
baru tentang kedaulatan. Teori raja menyatakan bahwa rakyat membentuk dirinya
menjadi negara. Sehingga rakyat identik dengan negara, maka, negara harus
berdaulat. Karena kedaulatan negara diangggap terlalu abstrak maka kedaulatan atau
kekuasaan di berada ditangan raja.

Selain Jean Bodin, penganut teori ini adalah Georg Jellinek. Dalam teori

Jellinek, hukum adalah penjelamaan dari negara,” karena hukum yang membuat

* Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, llmu Negara, him. 122.

* Soehino, Ilmu Negara hlm 155.
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negara, maka negara dengan suka rela mengikat dirinya dengan hukum untuk
melaksanakan kekuasaannya.

Teori kedaulatan negara ini kritik oleh Krabbe. Menurut Krabbe kalau negara
berdaulat dengan menjelmakan diri dengan hukum, bagi Krabbe hal sangat
bertentangan dengan kenyataan.”® Dari kritikan atau tanggapan Krabbe terhadap
terori kedaulatan negara, Krabbe mengganggap bahwa yang berdaulat bukanlah
negara tetapi hukum.

4. Kedaulatan Hukum

Menurut teori kedaulatan hukum atau rechts-souvereinteit kekuasaan tertinggi
dalam suatu negara adalah hukum. Raja atau penguasa maupun warga negara atau
rakyat semuanya tunduk terhadap hukum. Semua tindakan yang dilakukan oleh raja
atau rakyat harus sesuai dengan hukum.”’

Kedaulatan ini bersumber dari kesadaran masyarakat atau rakyat yang
mempunyai rasa membuat hukum yang baik. Dengan rasa kesadaran akan hukum,
maka manusia mengeluarkan perasaan (baca; kesadarannya) sehingga mampu
membedakan adanya norma — norma yang terlepas dari kehendak kita. Adanya
sesuatu yang diluar kehendak kita, maka kita mengeluarkan reaksi tersebut untuk

menetapkan sesuatu yang baik, adil dan sebagainya.

% Ibid., hlm 156.

2" Ibid., hlm 156.
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Kemudian, hukum dinyatakan sebagai jelmaan dari kehendak manusia.
Menurut Krabbe, yang kemudian diteruskan oleh muridnya Kranenburg, hukum itu
diluar kehendak negara, dan dia memberikan kepada hukum kepribadian sendiri.

Berbeda dengan Krabbe, tentang teori kedaukatan hukum adalah Hans Kelsen.
Hukum berlaku tanpa menunggu penerimaan masyarakat atau rakyat, karena hukum
bersifat imperatif.”™® Teori Kelsen tidak mengenal negara, karena negara menurut
Kelsen merupakan kumpulan dari peraturan hukum yang berlaku di masyarakat.
Pemahaman arti negara dan arti hukum dikonkritkan dalam tubuh raja. Maka,
kedaulatan negara sama dengan kedaulatan hukum yang bersifat imperatif.

S. Kedaulatan Rakyat

Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, dalam pidato peresmian
pemakaman nasional Gettyburg mengatakan bahwa pemerintahan yang ada di
Amerika Serikat adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”’
Pernyataan Lincoln memang sangat populer di dunia dengan asas demokrasi yang
diikuti oleh banyak negara di dunia. Pernyataan Lincoln menunjukkan bahwa
kedaulatan dalam sebuah negara adalah kedaulatan rakyat.

JJ Rousseau salah satu tokoh teori kedaulatan rakyat. Rousseau membagi
kehendak rakyat menjadi dua. Pertama Volonte de Tous atau kehendak seluruh rakyat.

Yang dimaksud Rousseau dengan Volonte de Tous adalah perjanjian seluruh rakyat

8 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, llmu Negara hlm. 125.

* Melvin I. Urofsky, Pendahuluan: Prinsip-Prinsip dasar Demokrasi, Jurnal “Demokrasi”,
America Commere Freedom. .
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untuk membentuk negara. Persetujuan rakyat dalam perjanjian ini tidak dapat dicabut
apabila suatu waktu rakyat tidak sepekat dengan perjanjian yang ada.

Kedua, Volonte Generale setelah terbentuknya negara, suara terbanyaklah
yang menjalankan sistem pemerintahan suatu negara tersebut. Dengan suara
terbanyak dalam memutuskan suatu perkara (meedesheid belsuit) yang kemudian
muncul kediktatoran mayoritas (meedesheid dictatuur).30

Kehendak rakyat yang kedua sama dengan yang dinyatakan Montesquieu
dalam buku The Spirit of Law,”' bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
wajib mengatur segala sesuatu yang berada dalam lingkungan kekuasaannya.

Imanuel Kant mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan
hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya. Kebebasan yang dimaksud Kant,
kebebasan yang di batasi oleh undang-undang. Undang-undang adalah jelmaan dari

kehendak rakyat. Jadi rakyatlah pemeang kekuasaan tertinggi. >

B. Kedualatan Dalam Pandangan Filsuf Islam

Wacana kedaulatan dalam dunia Islam juga mendapatkan perhatian yang

cukup besar. Hal ini terlihat dengan beberapa intelektual muslim dari zaman klasik

30 Ibid., hlm 121-120.

1 Bab 1L, The Spirit of Laws, Lihat http://oregonstate.edu/instruct/phl302/philoshopers/
montesqueiu.html diakses tanggal 23 Juli 2006.

32 Soehino SH, Ilmu Negara him 161.
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sampai zaman kontemporer yang mendefinisikan kedaulatan. Antara lain Ibn Arabi,
Al Ghazali, Ibn Sina, Fazlur Rahman, Abu A’la al Maududi, Ayatullah Khomeini, dll.

Kalau kita runut dari sejarah negara Islam, di mulai pada periode Madinah. Di
kota inilah, nabi Muhammad meletakkan sendi-sendi negara Islam. Pada periode ini
Islam belum mendeklarasikan diri sebagai komunitas yang berubah menjadi negara.
Umat Islam masih menjadi sebuah komunias yang berada di Madinah bersama
dengan suku-suku yang ada di Madinah sebelumnya yakni Auz dan Khazraj yang
sudah masuk Islam.”

Seiring dengan perjalanan waktu, Islam menjadi sebuah komunitas yang
mempunyai kekuatan yang besar, hal ini terlihat dengan kekuaatan militer yang
dimiliki Islam mampu menguasai wilayah semenanjung Arab.>* Kondisi ini tidak
berubah sampai kepemimpinan khuldfa’ ar-rasyidin. Setelah periode khuldfa’ ar-
rasyidiin timbullah dinasti-dinasti Islam yang ada di wilayah Arab, Persia, Afrika
Selatan dan Eropa.

* %%

Berbagai macam dan jenis kedaulatan dalam pemikiran para filsuf Islam.

Selanjutnya kita akan membahas kadualatan dan jenisnya dalam pemikiran filsuf

Islam.

3. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Perkembangan, Cet. IV (Jakarta :
Rajawali, 1999) him79.

* Untuk mengetahui baagaimana kekuatan Militer Islam mempunyai pengaruh yang sangat
besar di semenanjung Arab, lihat Khalil Abdul Karim, Negara Madinah Penaklukan Politik
Masyarakat Suku Arab , ter. Kamran As’ad (Yogyakarta : LKiS, 2005). Hlm. 25-340.
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1. Kedualatan Tuhan
Beberapa filsuf Islam berpendapat bahwa dalam negara Islam yang bedaulat
adalah Tuhan yakni Allah SWT. Salah satunya Nizam al Mulk al Tusi berpendapat
bahwa raja memerintah atas darsar anugrah Allah untuk membuat kebijakan agar
masyarakat yang dipimpinnya mendapatkan kebahagiaan di dunia. Sedangkan W.
Montgomery Watt sebagaimana di kutip Harun Nasution menyatakan bahwa untuk
khalifah Bani Umayyah dengan sebutan Khalifatullah (wakil Tuhan) dan untuk Bani
Abbasiyah dengan sebutan Zhillulldh fi al-Ard (bayang-bayang Tuhan di bumi).*
Abul A’la al-Maududi mengatakan bahwa dalam politik islam yang cocok
adalah Kerajaan Tuhan (Kingdom of God) atau dalam bahasa politiknya
Teodemokrasi.**Dalam pandangan al-Maududi, konsep teodemokrasi Islam berbeda
dengan teokrasi yang pernah ada di Eropa yang dikuasai oleh sekelompok orang
(baca; pendeta) yang memaksakan kekuasaan ketuhanan kepada rakyat. Islam dalam
penyelenggaran pemerintahan dilakukan oleh seluruh rakyat dengan berpegang
kepada kitabullah dan sunnah.
Ayatullah Khomeini berpendapat bahwa pemerintahan Islam adalah
pemerintahan konstitusional. Kontitusional disini mempunyai pengertian suatu subjek
dari kondisi-kondisi tertentu yang berlaku dalam kegiatan pemerintahan dan

mengatur negara yang dijalankan oleh pemimpin, yaitu kondisi yang telah dinyatakan

35 M. Hasbi Amirudin, Konsep Negara Islam, hlm. 108.

36 Teokrasi atau Teo-Demkrasi dalam istilah al-Maududi, dengan pengertian suatu sistem
pemerinahan demokrasi ilahiah, karena dibawah naungannya kaum muslimin telah diberi kadaulatan
rakyat yang terbatas dibawah pengawasan Tuhan. Lihat Abul A’la al-Maududi, Hukum dan Konstitusi
Sistem Politik Islam, cet. IV (Bandung : Mizan, 1995) hlm. 159.
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dalam oleh al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW."’ Karakteristik pemerintahan Islam
dalam pandangan Khomeini, kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang
dan wewenang menegakkan hukum secara eksklusif hanya milik Allah SWT.*

2. Kedualatan Raja

Pemimpin negara atau sering di sebut dengan khalifah, dalam paham
kedaulatan raja menjadi simbol kekuasaan kerajaan atau dinasti. Pada umumnya filsuf
muslim menjadikan raja sebagai wakil Tuhan di bumi. Namun tidak bagi al-Farabi,
menurut al-Farabi kedaulatan sebuah negara berada dalam tangan raja.”® Dalam
pandangan al-Farabi, pemegang kedualatan harus satu yakni orang yang mempunyai
bakat dan dapat membimbing orang lain. Selain itu al-Farabi mengkritik filsuf
Yunani yang menggagas cita-cita ideal sebuah negara yang sangat sulit untuk
dipenuhi, hal ini mengakibatkan orang harus memilih Tuhan sebagai penguasa.*’

3. Kedualatan Hukum

Konsep kedualatan hukum dalam Islam sama dengan kedaulatan hukum yang
dipahami oleh para filsuf Barat. Bahwa kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara
adalah hukum. Filsuf Islam yang menganut paham ini adalah Majid Khadduri. Dalam
pandangan Khadduri, sistem pemerintahan Islam adalah sistem pemerintahan

Nomokrasi bukan Teokrasi sebagaimana asumsi sebagian besar masyarakat. Adapun

37" al-Imam al-Mujahid al-Sayyid Ruhullah al-Khomeini, al-Hukimat al-Islamiyyah, (Teheran

: al-Maktabah al-Isladmiyah al-Kubra,tt) hlm. 41.
¥ Ibid., hlm. 42
% M. Hasbi Amirudin, Konsep Negara Islam, him. 109.

4 1bid., hlm. 109.
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yang dimaksud dengan nomokrasi adalah sebuah sebuah pemerintahan yang
berdasarkan undang-undang resmi, aturan hukum dalam suatu masyarakat.*'

Pemahaman Khadduri ini tidak lepas dari konsep syari’ah merupakan hukum
perjanjian antara Tuhan dan manusia. Dari konsep ini kemudian muncul konsep
single contract dan two contract. Single contract merupakan perjanjian antara sesama
manusia yang membentuk sebuah institusi masyarakat. Sedangkan two contract,
mengasumsikan bahwa manusia yang tergabung dalam masyarakat mengangkat
seorang pemimpin atau raja untuk memerintah dengan segala kondisi dan
keterbatasan yang ada dalam pemerintahannya.*?

4. Kedualatan Rakyat

Kedaulatan rakyat pada era saat ini sangat-lah populer dibandingkan dengan
paham kedaulatan lainnya. Pemikir-pemikir Islam baik klasik maupun kontemporer
telah menggagas kedaulatan rakyat. Filsuf klasik yang terkenal dengan gagasan
kedaulatan rakyat adalah Ibn Sina dan al-Mawardi. Gagasan Ibn Sina dapat dilihat
dari konsep pemilihan kepala negara yakni dengan dua cara, pertama kepala negara
di calonkan oleh kepala negara sebelumnya, atau kedua melalui pemilihan yang
dilakukan oleh para tokoh yang di percaya oleh rakyat.*’ Pendapat al-Mawardi

hampir sama dengan Ibn Sina, dalam pemilihan kepala ada dua cara, pertama

*! Majid Khadduri, War & Peace In The Law Of Islam, terj. Koswanto (Yogyakarta :
Terawang Press, 2002) hlm 14.

2 Ibid., hlm. 8.

“ M. Hasbi Amirudin, Konsep Negara Islam, hlm. 109.
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pemilihan yang dilakukan oleh ahl hal wal ‘aqd,** kedua dengan penunjukan kepala
negara sebelumnya.” Ibn Khaldun menegaskan akan pentingnya pemilihan kepala
negara. la berpendapat bahwa masyarakat memerlukan seorang wazi’ atau pemimpin
untuk melaksanakan kekuasaan dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan
mencegah perbuatan aniaya diantara sesama.*°

Mengenai kedaulatan rakyat, intelektual muslim kontemporer Hasan al
Banna menyatakan bahwa dalam ajaran Islam tanggung jawab negara ada pada para
pemimpin negara. *’

Konsep kontrak sosial dalam Islam juga menunjukkan bahwa kedaulatan ada
dalam tangan rakyat. Dalam konsep kontrak sosial bahwa kekuasaan ada melalui
perjanjian masyarakat. Dengan kata lain bahwa kekuasaan rakyat di serahkan kepada
sebuah lembaga negara atau seseorang.*® Dan apabila seseorang telah terpilih sebagai
pemimpin negara, al-Bagillani pemimpin tersebut tidak mempunyai hak membatalkan
perjanjian yang telah disepakati.*’

Mehdi Hadavi menjelaskan bahwa manusia mempunyai kehendak dan

seluruh tindakannya merupakan fenomena ilmiah. Seperti saat mansuia memilih

* Lembaga ini semcam legislatif dalam dunia tata negara modern, yang mempunyai fungsi
mewakili rakyat dalam urusan negara.

* Imam al-Mawardi, al Ahkdm al Sulthdniyah wa al Wildyat al Diniyah, terj.Abdul Hayyei
al-Kattani & Kamaluddin N (Jakarta : Gema Insani Press,2000) hlm 18.

 Ibn Khaldun, Muqaddimat, (Beirut : al Maktabah al ‘Ashriyyah, 2003) hlm. 143.
*" M. Hasbi Amirudin, Konsep Negara Islam, hlm. 110.
8 J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah, hlm. 264.

4 Ibid. ,him 261.
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tempat tinggal, ia dapat memilih tempat tinggal secara bebas. Saat manusia telah
menetapkan sebuah tempat untuk ditinggali, maka ia mempunyai hak kepemilikan
atas rumah yang ia tempati. Begitu juga dengan kepemilikan bersama sebuah
lingkungan yang lebih besar, seperti kepemilikan bersama sebuah negara — karena
manusia hidup bersama dalam sebuah lingkungan yang lebih besar. Hal ini
mendorong individu-individu mewakilkan seseorang atau sekolompok orang untuk

membaktikan diri demi kehidupan yang damai.”

%0 Mehdi Hadavi Tehrani, Negara llahiah, terj. Rudi Mulyono, (Jakarta : al-Huda, 2005) hlm
70-71.
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BAB III
KONSEP KEDUALATAN
DALAM PANDANGAN AYATULLAH KHOMEINI DAN

BARON DE MONTESQUEIU

A. Ayatullah Khomeini dan Wilayah Faqih
1. Biografi Ayatullah Khomeini

Berbicara mengenai revolusi yang terjadi di Iran tahun 1979 tidak bisa lepas
dari sosok Ayatullah Khomeini. Terjadinya revolusi di Iran tidak hanya karena peran
Khomeini, ada beberapa tokoh lainnya seperti Ayatullah Murtadlo Muthahari, Dr. Ali
Syari’ati, Ayatullah Montazeri dan beberapa tokoh lainnya. Namun, sosok Ayatullah
Khomeini-lah yang menjadi simbol perlawanan para mulldh dan rakyat Iran terhadap
rezim Pahlevi.

Sosok Khomeini yang sederhana dan bersahaja dalam kesehariannya ini
mempunyai nama lengkap (baca; gelar) Ayatulldh al-‘Udzma Sayyid Ruhulldh al-
Musawi al-Khomeini, lahir pada 24 September 1902 M atau 20 Jumadil Tsani 1320 H
di kota Khumayn yang dulu disebut Kamareh, 349 km barat daya kota Teheran.
Tanggal kelahiran Khomeini sama dengan istri terkasih Imam °‘Ali bin Abi Thalib
putri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahrah — dalam kepercayaan
Syi’ah salah satu empat belas manusia suci.

Di Iran ada “tradisi” nama seseorang sama dengan kota kelahiran dengan

(1344
1

tambahan “1” dibelakangnya. Seperti Rafsanjani yang lahir di kota Rafsanjan, Tehrani
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lahir dikota Teheran, Mahallati lahir di Mahallat dan sebagainya. Adapun gelar
“Sayyid” menunjukkan bahwa orang tersebut mempunyai garis keturunan dengan
Nabi Muhammad SAW.

Ayatullah Sayyid Musthofa al-Musavi al-Khomeini adalah ayah Ayatullah
Khomeini seorang ulama yang disegani oleh masyarakat, begitu juga dengan kakek
dan ayah kakeknya yakni Sayyid Ahmad Hindi dan Sayyid Din ‘Ali Syah. Ibunya
Hajar Agha Khanom adalah cucu Ayatullah Agha Mirza Ahmad Khwansari penulis
kitab Zubdah A-Tashanif ' dan seorang guru di Najf dan Karbala.

Khomeini sejak kecil sudah menunjukkan kepribadiannya yang kuat.
Sikapnya menghormati terhadap orang yang lebih tua khususnya terhadap kedua
orang tuanya. Selain itu juga Khomeini juga seorang anak yang sholeh, pemberani,
dan tanggung jawab. Di usianya yang masih remaja, Khomeini sangat suka
melakukan kajian sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW bersama teman-
temannya.

Kematian ayahnya karena dibunuh oleh dinas Dinasti Qajar saat menuju
ibukota propinsi Arak untuk melaporkan kondisi kota Khomeyn yang tidak aman
kepada gubernur Adhu al Sulthon. Setelah ayahnya Sayyid Musthafa® meninggal,
Khomeini diasuh oleh ibunya dan bibinya dari pihak ayah, Sahiba Khanom. Beberapa

tahun kemudian keduanya meninggal dan Khomeini bersama kakaknya Sayyid Nur

' Noor Arif Maulana, Revolusi Islam Iran dan Relasi Vilayat-i Faqih, (Jogjakarta: Kreasi
Wacana, 2003) hlm. 70-71.

? Sayyid Musthafa dikenal sebagai seorang mulldh yang menyuarakan hak-hak orang kecil
dan penentang rezim “khan” yang dikenal menindas rakyat.

38
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Ad-Din diasuh oleh kakak tertuanya Sayyid Murtadla yang dikenal dengan Ayatullah
Pasandideh.’

Pendidikan Khomeini dimulai dari belajar di sekolah tradisional Maktab
Khaneh — sekolah tradisional untuk anak-anak- milik Akhund Mulla Abu al-Qasim.
Selian di Maktab Khaneh yang mempelajari Syair Persia, Kaligrafi (khatt-e nasta’liq)
dan Bahasa Arab, Khomeini juga belajar kepada sepupu ayahnya Syekh Ja’far
mengenai bahasa Arab. Kemudian melanjutkan kepada pamannya dari pihak ibunya
Mirza Muhammad Mahdi belajar Jami’ Mugaddimat buku tentang logika dan bahasa
Arab disaat umurnya masih tujuh tahun.*

Di usianya yang ke-16, Ibunya meninggal dunia, tak lama kemudian bibinya
meninggal. Kemudian pengasuhannya di bawah kakak kandungnya Ayatullah
Pasandideh. Walaupun menjadi yatim piatu, pendidikan Khomeini tidak terhenti.
Khomeini kemudian memperdalam pelajaran dengan ipar lelakinya Mirza Ridla
Najaff, dan diteruskan mengakaji kitab Muhawwal karya al-Suyuti dengan kakaknya
Ayatullah Pasandideh. Ketika Khomeini berumur 17 tahun, Ayatullah Pasandideh
mengirim Khomeini ke Arak untuk belajar kepada Syaikh Abd al-Karim Ha'iri

selama satu tahun. Empat bulan kemudian, Khomeini pergi ke Qum mengikuti

? Ibid., hlm 72.
* Riza Sihbudi, Biografi Politik Imam Khomeini, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
1996) hlm. 38.
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Syaikh Ha'iri yang pindah atas undangan para ulama dan masyarakat Qum, Khomeini
tinggal di Madrasah Dar al-Syifa.’

Masa awal di kota Qum inilah, Khomeini menjadi saksi sejarah runtuhnya
Dinasti Qajar dan digantikan Dinasti Pahlevi dibawah kekuasaan Reza Khan dibantu
Inggris tahun 1925 M. Walaupun umur Khomeini relatif muda, namun Khomeini
sudah memahami realitas politik yang terjadi di Iran, dengan runtuhnya Dinasti Qajar
digantikan dengan Dinasti Pahlevi.

Di kota Qum inilah, Khomeini banyak belajar dengan para mullah atau ulama
yang ada di kota tersebut, yang kemudian membentuk kepribadian Khomeini menjadi
agung. Para ulama yang menjadi guru Khomeini antara lain : Ayatullah Mirza Ali
Akbar Yazdi, Ayatullah Mirza Aqa Jayad Maliki Tabrizi, Ayatullah Hajj Syaikh
Abbas Qummi, Ayatullah Sayyid Abul al Qasim Dehkurdi Isfahani, Ayatullah Ali
Syahabi guru utama Khomeini dibidang tasawuf. Di kota Qum, Khomeini salah satu
murid yang berhasil belajar dengan baik. Kesukaannya membaca membuat Khomeini
menjadi orang yang kritis dan peka terhadap kondisi sosial yang ada disekelilingnya.

Karir Khomeini sebagai guru di kota Qum saat umurnya 27 tahun.® Pelajaran
yang disampaikan kepada murid-muridnya adalah filsafat dan tasawuf. Pelajaran
filsafat diberikan kepada muridnya yang telah mempunyai kematangan intelektual

dan kedewasaan spiritual. Sedangkan pelajaran tasawuf hanya di berikan kepada

> Didin Saefuddin. Biografi Intelektual 17 Tokoh ; Pemikiran Modern dan Postmodern Islam,
(Jakarta: Grasindo, 2003), him. 114.

® Noor Arif Maulana, Revolusi Islam Iran, hlm. 78. Lihat juga, Didin Saefuddin. Biografi
Intelektual 17 Tokoh, hlm. 114.
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murid-muridnya secara privat dan hanya beberapa murid terpilih. Ayatullah Hasan
Ali Muntazari dan Ayatullah Muthahari pernah mendapatkan pelajaran tasawuf dari
Khomeini.

Dari kedua mata pelajaran yang diajarkan oleh Khomeini inilah ; Khomeini
menjadi salah satu guru yang masyhur di kota Qum. Karena Khomeini menguasai
dan mengajarkan dengan metode yang baik dalam dua pelajaran tersebut. Bagi Ali
Khamenei, Khomeini adalah seorang faqih, ahli ushul, filosof, arif, guru etika,
sastrawan, yang semuanya menyatu dalam dirinya. Selain itu juga ia adalah seorang
pemikir yang bertakwa, seorang intelektual yang saleh, seorang negarawan-filosof,
seorang mukmin yang tercerahkan, seorang sufi yang berani dan waspada, seorang
yang adil, dan seorang mujahid yang tidak cinta diri.”

Di usianya yang ke 30 tahun, Khomeini menikah dan dikaruniai dua orang
putra dan tiga putri. Putra pertama bernama Musthofa Khomeini dan menjadi tangan
kanan Khomeini meninggal secara misterius. Putra kedua bernama Ahmad

Khomeini®

yang kemudian menggantikan posisi sang kakak dalam membantu
perjuangan sang ayah dan salah satu pendiri Republik Islam Iran. Salah satu putrinya
Zahra Mustafawi seorang doktor filsafat dan dosen di salah satu universitas di Iran.’

Khomeini salah satu mulldh Iran yang kritis terhadap kondisi Iran dibawah

rezim Pahlevi. Kekritisan Khomeini terlihat dalam pidato dan tulisan-tulisannya yang

7 Ayatullah Ali Khamenei, “Pesan Rahbar Pada kelahiran Bapak Revolusi Islam, Imam
Khomeini”, Syi‘ar, edisi Rabi' al-Awwal 1425H, hlm. 6.

° Noor Arif Maulana, Revolusi Islam Iran, hlm . 78.

41
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



berkaitan dengan politik dan sejarah Islam. Menurut Riza Sihbudi, diusir dan
dipenjaranya Khomeini oleh Syah Iran menjadikan Khomeini seorang yang
mempunyai kepribadian yang sangat kokoh, tegas, dan berani."

Sebagai orang yang vokal terhadap rezim Pahlevi, Khomeini beberapa kali
ditahan tanpa pengadilan dan diasingkan oleh rezim Pahlevi ke Turki selama 11
bulan, kemudian di Najaf Iraq, dan terakhir di Neauphle-le-Chateau Prancis. Selama
dalam pengasingan tulisan dan pidato-pidato Khomeini direkam dan sebarluaskan ke
seluruh Iran. Pengasingan Khomeini di Prancis, menjadi sebuah catatan penting,
karena di Prancis inilah, Khomeini menyusun strategi untuk mengambil alih
kekuasaan dari Reza Pahlevi.

Februari 1979 kondisi Iran carut marut dan Reza Pahlevi sebagai penguasa
Iran tidak mampu mengendalikan kondisi nasional dan akhirnya meninggalkan Iran.
Dengan kondisi tersebut, Khomeini kembali ke Iran dan memobilisir rakyat Iran
untuk menggulingkan rezim Pahlevi yang tidak berpihak kepada rakyat.

Khomeini bersama dengan para mulldh, kelompok-kelompok nasionalis,
kelompok kiri dan rakyat Iran berhasil menggulingkan rezim Pahlevi dengan revolusi
yang terjadi tahun 11 Februari 1979."' Adanya revolusi ini sistem pemerintahan

monarki yang di gunakan Pahlevi dalam memimpin diganti dengan sistem Republik

!9 Riza Sihbudi, "Kesederhanaan Imam Khomeini Semestinya Dicontoh para Pemimpin
Islam", Syi'ar edisi Rabi' al-Awwal 1425H, hlm.12.

"' Noor Arif Maulana, Revolusi Islam Iran hlm . 139.
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Islam, dan Khomeini merupakan salah satu tokoh yang membidani berdirinya
republik islam dan sistem Wildyah Fagqiih sebagai sistem pemerintahan di Iran.

Sebagai seorang Imam atau pemimpin, Khomeini sangat sederhana dalam
kesehariannya. Dalam penuturan Riza Sihbudi saat melakukan kunjungan ke Iran dan
melihat langsung rumah Khomeini, "Sewaktu saya ke Iran sempat melihat rumah
beliau (baca;Khomeini) di pinggir kota Qum, yang sangat sederhana sekali. Imam
Khomeini tak punya pemilikan pribadi kecuali buku-buku. Beberapa alat kecil untuk
keperluan hidup sehari-hari yang ada di rumahnya adalah istrinya".'?

Minggu terakhir dibulan Mei 1989 para dokter di rumah sakit Teheran bekerja
keras mengobati pemimpin besar revolusi Islam Iran yang mengalami pendarahan di
lambung, dengan ridlo Allah SWT, sang Imam berhasil menjalani operasi dengan
lancar. Hari Ahad 3 Juni 1989 M atau 29 Syawal 1409 H Allah SWT menghendaki
Ayatulah Khomeini untuk kembali kepada-Nya, seluruh rakyat Iran dan masyarakat

muslim se-dunia berkabung dengan kembalinya sang Pemimpin Besar Revolusi [slam

Iran yang di semayamkan di dekat pemakaman Behesyte Zahra selatan Teheran.'

2. Wilayah Faqih
Setelah terjadinya revolusi di Iran. Sistem pemerintahan yang semula monarki

diganti dengan sistem pemerintahan Republik Islam oleh Khomeini. Penggantian

12 Riza Sihbudi, Kesederhanaan Imam Khomeini, hlm. 13.

B Ibid., him. 82.
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sistem pemerintahan ini tidak lepas dari paham atau doktrin Syi’ah Itsnd” Asy’ariyyah
bahwa yakin kepada imam menjadi salah satu rukun iman. Dalam persoalan
pemerintahan Syi’ah modern anti terhadap sistem pemerintahan monarki, hal ini
karena sejarah Iran — negara basis muslim Syi’ah dunia - menunjukkan monarki yang
digunakan sebagai sistem pemerintahan tidak memberi keadilan, kesejahteraan dan
kebebasan terhadap rakyat.

Sistem pemerintahan yang ditawarkan Khomeini pasca terjadinya revolusi
adalah Wildyah Fagih atau kepemimpinan seorang fagth. Sistem ini tidak lepas dari
doktrin mazhab Syi'ah Itsnd’ Asy’ariyyah bahwa imam kedua belas yakni Imam
Zaman atau Imam Mahdi akan hadir kedunia setelah ke-ghaibdn kubré. Sistem ini
merupakan sebuah sistem pemerintahan transisi menunggu sang Imam Zaman datang
kedunia untuk memimpin manusia ke jalan yang di ridlai oleh Allah SWT.

Kalau kita runut sejarah pasca wafat Nabi SAW, umat Islam terjadi
perselisihan siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin untuk menggantikan posisi
Nabi sebagai pemimpin umat. Kelompok Sunni berkeyakinan Abu Bakarlah yang
berhak menggantikan Nabi sebagai pemimpin umat Islam dan di teruskan dengan
kepemimpinan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib atau
sering disebut dengan Khulafa’ ar-Rasyidin.'* Berbeda dengan keyakinan kelompok

Syi’ah kepemimpinan umat Islam harus diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib.

'*"J Suyuthi Pulungan, Figh Siayasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, cet. IV (Jakarta :
Rajawali, 1999) hIm.102 — 162.
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Keyakinan ini berlandaskan pada peristiwa Ghadar Khum pada haji wada’ dimana Ali
ditunjuk oleh Nabi untuk memimpin umat Islam.

Pasca kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, pengikut Ali membaiat Hasan bin
Ali untuk menjadi Khalifah di Baghdad. Pasca kepemimpinan Ali, Muawiyah
mendirikan dinasti Muawiayah yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan berpusat di
Damaskus, hal ini ditentang keras oleh kelompok Syi’ah.

Dalam keyakinan Syi’ah kepemimpinan dalam sebuah negara hanyalah milik
keluarga Nabi atau keturunan Ali (Ahlul Bayt). Imam terakhir atau Imam Zaman saat
ini apa yang disebut dengan umat Syui’ah Imamiyah adalah sebagai *“ ghaib
sempurna” pada tahun 941 Masehi dan diyakini akan kembali suatu saat nanti."

Dalam catatan Mehdi Hadavi, gagasan wildyah faqih di gagas oleh Mulla
Ahmad Naraqi (w.1829) — seorang faqih pada zaman dinasti Qajar -, Ahmad Naraqi
mengagas wildyah fagih tidak lepas dari keinginannya untuk meraih kekuasaan.'®
Namun, ulama-ulama Syi’ah banyak yang menyatakan pentingnya wildyah faqih
dalam masa keghaiban Imam Zaman as.

Menurut Ahamd Naraqi, otoritas yang dimiliki faqih ada dua : pertama, faqih
mempunyai otoritas atas apapun seperti yang dimiliki Nabi SAW dan para imam
yang maksum, sebagai pemimpin atas masyarakat dan benteng pertahanan Islam.

kedua, fagih mempunyai otoritas atas apapun yang berhubungan dengan masalah

'3 Riza Sihbudi, Biografi Politik Imam Khomeini, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,
1996) hlm.124-125.

'® Mehdi Hadavi Tehrani, Negara Ilahiah, terj. Rudi Mulyono (Jakarta : Al Huda, 2005), hlm
40.
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spiritual dan keduniaan masyarakat yang perlu di selesaikan. Seperti mencegah
adanya kerusakan, merugikan orang lain, dll."” Apa yang dilakukan oleh faqih ini
berlandaskan pada al-Qur’an dan sunah nabi dan para imam Syi’ah.

Seperti yang dinyatakan oleh Syaikh Mufid (w.1022) faqih Syiah abad ke - 4
dan 5 hijiriah. Dalam karyanya al Mugna’i beliau menyatakan :

“Tanggung jawab seseorang untuk melaksanakan amar ma’ruf dan nahi
munkar tidak berhak untuk membunuh atau melukai apabila tidak diberi otoritas oleh
sultan atau penguasa di zamannya yang telah ditunjuk sebagai penjaga dan penguasa
rnalsyarakalt.”18

Penunjukan sebagai seorang wakil khusus dari Imam maksum atau imam
Zaman, menurut Syaikh Mufid adalah individu yang di tunjuk sebagai pemimpin
politik, sebagaimana Malik Asytar pada zaman Ali bin Abi Thalib as, atau empat
wakil pada masa keghaiban kecil (al-ghaybat as-sughra) imam Zaman, serta wakil
umum yang tidak ditunjuk secara khusus untuk bertanggung jawab atas
kepemimpinan yakni para fagih Syi’ah.'’

Selain Syiakh Mufid, sebagaimana yang kutip Mehdi Hadavi Zainuddin
bin’Ali Amili atau dikenal dengan Syahid Tsani (w.1559) juga menegaskan
pentingnya adanya wildyah faqih, ia mengatakan : bahwa orang yang memiliki

otoritas kerena pendelegasian dari imam adalah faqih adil Syi’ah yang memenuhi

7 Ibid., him. 48.
8 Ibid., him. 42.

9 Ibid., him. 42.
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persyaratan untuk mengeluarkan fatwa-fatwa. Orang khusus inilah yang di tunjuk dan
wakil dari imam Zaman (Imam Mahdi).zo

Gagasan pentingnya wildyah faqih dalam pemerintahan atau negara telah
banyak dijelaskan oleh para ulama-ulama Syi’ah, ada tiga belas ulama termasuk
Imam Khomeini dalam catatan Mehdi Hadavi.! Dalam padangan Imam Khomeini
ada dua hal yang berkaitan dengan pentingnya wildyah faqih, pertama para faqih
Syi’ah telah menyatakan pentingnya wildyah faqgih sebagai persoalan sosial. Kedua,
para faqih selalu meletakkan kewajiban atas dirinya untuk menerima dan memenuhi
pertanyaan dan permintaan masyarakat sehubungan dengan masalah keagamaan dan
hal-hal yang terdapat kitab suci.?

Gagasan Khomeini tetang penggunaan wildyah fagih sebagai sistem
pemerintahan, menrujuk pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh
Amiril Mukminin as, Rasul SAW bersabda : “Semoga Alldh merahmati para
Khalifahku™ (beliau ucapkan kalimat ini hingga tiga kali). Kemudian seseorang
bertanya : “Siapakah khalifah anda?” Rasul SAW menjawab : “Mereka adalah yang
datang setelahku, yang meriwayatkan hadisku dan sunnahku dan yang

mengajarkannya kepada manusia setelahku”.>

20 Ibid., hlm. 46.
2 Lihat Ibid., hlm 46-57.
22 Ibid., hlm. 54-55.

» al-Imam al-Mujahid al-Sayyid Ruhullah al-Khomeini, al Hukiimat al Islamiyah, (Teheran :
al Maktabah al Islamiyah al Kubré,tt), hlm. 56.
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Khomeini dalam melakukan penafsiran terhadap hadis tersebut, kata khalifah
dimaknai sebagai fugaha. Karena kewajiban fugaha yang adil adalah mengajarkan
dan membimbing manusia®* dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah
swt. Maka, bagi fugaha mempunyai tugas yang penting dalam dimensi kehidupan
umat Islam.

Dalam hadis tersebut, bagi Khomeini merupakan hadis yang menunjukkan
penting sebuah wildyah faqih, khalifah yang disebutkan Nabi yang datang setelah
Nabi SAW ditafsiri oleh Khomeini fuqahd yang mempunyai fungsi meneruskan
fungsi ke-nabi-an pasca Nabi SAW.

Mengutip perkataan Imam Ridhd as yang mengatakan bahwa manusia di
perintahkan untuk memperhatikan batas-batas (dalam hukum Islam) dan tidak
melampuinya agar terhindar dari kerusakan. *° Dari perkataan Imam Ridha as inilah,
Khomeini menyatakan bahwa sebuah pemerintahan harus terbentuk, dan
pembentukan pemerintahan tidak mengenal ruang dan waktu (baca; tidak pernah
berhenti).26

Dalam sistem pemerintahan wildyah fagith yang berhak atau yang berwenang
menyelanggarakan sebuah pemerintahan adalah fugahé selama imam Zaman datang.
Jika penyelenggara pemerintahan bukan seorang fuqaha, maka, ia harus taat kepada

ajaran Islam dan fuqaha, dan wajib bertanya kepada para fugaha tentang hukum-

2 Ibid., hlm. 61-62.
3 Ibid,. hlm. 37.

2 Ibid., hlm 38.
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hukum dan aturan Islam yang akan dilakasanakan. Sistem seperti inilah yang
dinamakan Khomeini dengan pemerintahan fdgih atau wildyah fagih.”’

Tanggung jawab berkaitan dengan pemerintahan yang diemban oleh faqih
sangat besar sejak wafat Nabi Muhammad SAW sampai masa keghaiban selesai.
Maka, seorang faqih atau imam adalah manusia yang paling utama dari sisi
pengetahuan akan hukum-hukum dan aturan-aturan Islam serta ia adil dalam
melaksanakan berbagai hukum dan aturan Islam tersebut.”®

Wilayah fagih menurut Khomeini ada empat prinsip yang harus di tegakkan.
Pertama : Allah SWT adalah hakim mutlak seluruh alam semesta dan segala isinya.
Allah SWT adalah penguasa atas manusia (mdlik an-nds) dan pemilik kedaulatan
yang sah. Kedua : Nabi sebagai pelaksana kepemimpinan manusia (giyadah
basyariyah) dimuka bumi dengan peraturan Allah SWT yang disampaikan kepada
umat manusia melalui para Nabi. Ketiga : garis kepemimpinan (imamah)
menunjukkan garis kelanjutan dari pada Nabi dalam memimpin umat. Menurut
paham Syi’ah Itsnd’ Asy’ariyyah adanya imam yang ma’shum atau terjaga dari
kesalahan dan dosa serta faqih tentang syari’at Islam, mempunyai tugas melanjutkan

kepemimpinan Ilahiyah. Keempat : Saat Imam Zaman dalam keghaiban besar,

7 al-Imam al-Mujahid al-Sayyid Ruhullah al-Khomeini, al Hukimat al Islamiyah., him 46.

2 Ibid,. hlm. 46-47.
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kepemimpinan nubuwah dilanjutkan oleh para faqith. Para faqih di percaya
kepemimpinan (wildyah) atas umat manusia.”’

Hakikat pemerintahan Islam menurut Khomeini adalah ketaatan kepada
hukum yang berfungsi mengatur masyarakat.*® Selian itu, pemerintahan hanya sebuah
wasilah atau alat bantu untuk melaksanakan hukum-hukum Islam dan menegakkan
tatanan Islam yang adil sehingga orang-orang yang bertanggung jawab atas
pemerintahan.”'

Penguasa tertinggi dalam wildyah faqih adalah Allah SWT, kita lihat
sebagaiman empat hal yang menjadi doktrin wildyah fagih a la Khomeini diatas.
Walaupun Allah SWT sebagai penguasa atas segala yang ada di dunia termasuk
dalam persoalan negara, menurut Khomeini dalam pemerintahan a la wildyah faqih
membuat majelis perencanaan yang berfungsi sebagai majelis al-tasyri’iyyah atau
legislatif.*?

Selian di bentuk majelis al-tasyri’iyyah atau legislatif juga di dibentuk majelis
al-gadlaiyyah yang berfungsi sebagai yudikatif dan majelis al-tanfidziyyah yang
berfungsi sebagai eksekutif.

Dalil yang menjadi rujukan Imam Khomeini tentang pentingnya wildyah faqih

sebagai sistem pemerintahan telah dijelaskan diatas. Saat ini pembahasan akan

% Noor Arif Maulana, Revolusi Islam Iran hlm. 88-89.
0 al-Imam al-Mujahid al-Sayyid Ruhullah al-Khomeini, al Hukiimat al Islamiyah, hlm 39.
31 Ibid., hlm. 53-54.

32 Ibid., him 42.

50
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



difokuskan pelaksanaan wildyah faqih yang terjadi Iran sebagaimana yang digagas
oleh Khomeini. Karena Iran satu-satunya negara yang menggunakan sistem
pemerintahan faqih.

Pasca revolusi yang terjadi tahun 1979, Khomeini mencoba
mengimplementasikan gagasannya dalam bentuk lembaga negara. Lembaga negara
yang terdiri dari Pemimpin Tertinggi, Parlemen, Eksekutif, Yudikatif dan Dewan-
Dewan Tertinggi. Dalam institusi tersebut mempunyai fungsi dan peran sendiri-
sendiri. Untuk memudahkan pembahasan terhadap institusi yang ada dalam wildyah

faqih (dalam praktek di Iran) akan penulis bahas satu persatu.

a. Permimpin Tertinggi

Imam dalam wildyah faqih merupakan institusi yang sangat penting. Karena
imam harus memenuhi persyaratan seorang fagih. Persyaratan mempunyai
pengetahuan tentang hukum-hukum dan aturan—aturan Islam, serta adil dalam
melaksanakan berbagai hukum dan aturan Islam. Keadilan yang dimaksud harus
berlandaskan keunggulan pengetahuan dalam ilmu akidah dan akhlak.

Dalam praktek pemerintahan, Imam dipilih Majles-e-Khubregan atau Majlis

Ahli yang ada dalam legislatif atau parlemen. Majlis yang beranggotakan 73 ulama

3 al-Imam al-Mujahid al-Sayyid Ruhullah al-Khomeini, al Hukiimat al Islémiyah, hlm. 45-
47.
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Syi’ah senior yang telah memenuhi syarat kemudian dipilih oleh rakyat’® untuk
duduk di Majlis Ahli.

Imam mempunyai beberapa fungsi, salah satunya menyatakan perang
terhadap negara lain. Karena seorang imam juga seorang faqgih yang meminpin negara
ia mempunyai tugas melaksanakan hukum-hukum Islam dengan adil, membela hak-
hak yang di dzalimi, dll. Sebagaimana yang ditegaskan Amirul Mukminin as dalam
Nahjul Balaghah : “Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa perjuangan yang
kami pertaruhkan bukanlah demi kekuasaan politik, tidak juga demi memperoleh
kekayaan yang berlimpah. Tujuan kami hanyalah untuk mengembalikan dan
melaksanakan prinsip-prinsip agama-Mu dan untuk mewujudkan kemashlahatan di
bumi-Mu sehingga memberikan rasa aman bagi hamba-hamba-Mu yang tertindas dan
menegakkan hukum-hukum-Mu yang telah diabaikan”.*

Untuk menjadi seorang imam (baca; faqih) yang memimpin pemerintahan
Islam ada delapan persyaratan yang harus dipenuhi. 1) Mempunyai pengetahuan yang

luas tentang hukum islam. 2) Harus adil dalam arti mempunyai iman dan akhlak yang

tinggi. 3) Dapat dipercaya dan berbudi luhur. 4) Jenius 5) Memiliki kemampuan

3 Rifki Gunara dan Ahmad Afifi Sazali, Revolusi Islam Iran 1979 ; Antara Kebangkitan
Islam dan Politik Penguasaan Negara, “TRADEM ”, edisi ketujuh (Februari-April 2005), hlm. 44.

3 al-Imam_ al-Mujahid al-Sayyid Ruhullh al-Khomeini, al Hukiimat al Islamiyah, hlm. 55 -
56.
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administratif 6) Bebas dari segala pengaruh asing. 7) Mampu mempertahankan hak-
hak bangsa, kemerdekaan dan integrasi teritorial tanah Islam. 8) Hidup sederhana.*
Selain berfungsi faqih untuk menajalankan hukum-hukum Islam ia juga
berwenang sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW
untuk mengatur masyarakat dan menjadi kewajiban masyarakat untuk menaatinya.
Adapun kekuasaan pemimpin tertinggi adalah : 1) Menggariskan kebijakan
umum Republik Islam Iran, 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan umum, 3)
Mengeluarkan perintah untuk referendum nasional, 4) Menjadi panglima tertinggi
angkatan bersenjata, 5) Menyatakan perang dan damai dan mobilisasi angkatan
bersenjata, 6) Mengangkat, memberhentikan dan menerima pengunduran diri : Para
faqth anggota Dewan Perwalian, Pejabat kehakiman tertinggi negara, Kepala jawatan
Radio dan Televisi Republik Islam Iran, Kepala Staf Gabungan, Komandan Korp
Garda Revolusi Islam (Pasdaran-e-Engelab-e-Islami), Komandan-Komandan
tertinggi angkatan bersenjata, 7) Menyelesaikan perselisihan antar sayap angkatan
bersenjata serta pengaturan hubungan antar ketiganya, 8) Menyelesaikan
permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dengan metode-metode konvensional,
melalui Dewan Kemaslahatan Nasional, 9) Mendatangani surat-surat kepercayaan
pengankatan Presiden setelah dipilih oleh rakyat, 10) Memberhentikan Presiden atas
pertimbangan Mahkamah Agung untuk kepentingan nasional atau Majlis

mengeluarkan pernyatan bahwa Presiden tidak mampu melaksanakan tugas

%6 Riza Sihbudi, Biografi Politik Imam Khomeini, him. 136.
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sebagaimana dalam pasal 89 UUD RII, 11) Memberikan amnesti kepada nara pidana
atas rekomendasi Mahkamah Agung.”’

Apabila pemimpin tertinggi tidak mampu melaksanakan tugas atau kehilangan
salah satu persyaratan yang tertera dalam pasal 109, maka orang tersebut wajib

melepaskan jabatannya.™®

b. Legislatif

Parlemen dalam wildyah fagih ada tiga majlis antara lain:** Pertama Majles-e-
Shura-e-Islami yang berfungsi sebagai parlemen rakyat. Dalam majlis ini sesuai
dengan Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran pasal 64 beranggotakan 270
anggota. Golongan minoritas di Iran dalam majlis ini diwakili oleh satu anggota,
golongan tersebut adalah Zoroaster, Kristen, Yahudi dan Armenia.*

Pandangan filosofis adanya majlis ini berdasarkan :
s g ) ) Lans agin (5 55 pd el 58 slaall | sl g aga sl salail (31
Kedua, Shuraye-Nigahban atau Dewan Perwalian. Dewan ini berfungsi

sebagai legislatif terbatas. Anggota dalam dewan ini sebanyak 12 orang, 6 orang

7 Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran (Jakarta: Humas Kedutaan Besar Republik
Islam Iran, 1989) Pasal 110.

3 Pasal 111.

% Noor Arif Maulana, Revolusi Islam Iran hlm. 172-173.
0 Pasal 64.

* Asy-Syira (42) : 38.
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fugaha yang diangkat oleh imam atau pemimpin tertinggi dan 6 ahli hukum yang
diangkat oleh Majlis yang diajukan oleh Kepala Kekuasaan Yudikatif*’. Dan ketiga
Majles-e-Khubregan atau Majlis Ahli, majlis ini mempunyai fungsi memilih dan
memberhentikan pemimpin atau imam.

Wilayah fagth mencoba memberikan peran bagi rakyat. Walaupun kedaulatan
dalam wildyah faqih berdasarkan kedaulatan Tuhan. Namun, rakyat mempunyai
peran dalam menentukan perjalanan pemerintahan melalui wakil rakyat yang ada di

parlemen.

c. Eksekutif

Eksekutif sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan
pemerintahan dipimpin seorang Presiden. Selain itu juga, Presiden sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi di bawah garis kekuasaan imam atau Wildyah Fagith. Menurut
pasal 113 Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran menyebutkan :“Presiden
bertanggung jawab dalam penerapan Undang-Undang Dasar, pengaturan cabang
kekuasaan, dan memimpin cabang eksekutif, kecuali hal-hal yang secara langsung
menjadi tanggung jawab Imam atau pemimpin spiritual”.> Walaupun Presiden
mempunyai kekuasan tertinggi namun kebijakannya masih dapat ditolak pemimpin

tertinggi Iran.

42 Pasal 91.

4 Pasal 113.
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Syarat untuk menjadi presiden harus dari kalangan tokoh keagamaan atau
politik, orang Iran secara alami menurut kelahiran dari orang tua Iran, berkebangsaan
Iran, berinisiatif, organisator yang bernama baik, jujur dan takwa, percaya akan
pendiri Republik Islam Iran dan agama negara.** Selain itu juga presiden harus dipilih
secara langsung oleh rakyat Iran.* Presiden dalam menjalankan pemerintahannya

dibantu oleh Dewan Menteri yang di pimpin langsung oleh Presiden.*

d. Yudikatif

Yudikatif dalam sistem pemerintahan mempunyai posisi yang sangat
signifikan. Karena lembaga yang mempunyai fungsi menjaga hak-hak masyarakat
baik sosial maupun individu. Peran mengadili dan memutuskan perkara sesuai
dengan aturan atau undang-undang menjadi wewenang yudikatif.

Selian itu, seorang faqih haruslah manusia (baca; imam) yang paling utama di
bandingkan dengan manusia lainnya. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat, suatu
ketika seseorang bertanya kepada khalifah tentang suatu masalah hukum, tetapi
khalifah tersebut tidak menjawab persoalan hukum yang ditanyakan.*’

Sebagaimana kondisi yang berjalan semasa Rasullah dan Amirul Mu’minin

as bahwa seorang hakim atau wali amr harus mempunyai pengetahuan dan

* pasal 115.
4 Pasal 117.
46 pasal 133-134.

7 al-Imam  al-Mujahid al-Sayyid Ruhulldh al-Khomeini, al Hukiimat al Islamiyah, him 45.
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keadilan.*® Yang dimaksud dengan syarat pengetahuan seorang hakim adalah
pengetahuan akan hukum-hukum dan aturan-aturan Islam, sedangkan yang dimaksud
keadilan adalah unggulnya pengetahuan dalam ilmu akidah dan akhlak.*’

Dalam konsep Wildyah Fagih, yudikatif berdiri sendiri (baca; independen),
tidak berada dalam kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Menurut pasal 156
Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, merupakan kekuasaan yang independen,
membela hak-hak individu dan sosial rakyat, dan bertanggung jawab atas
implementasi keadilan dan menjalankan fungsi-fungsinya.

% pertama, menguji dan memberi keputusan

Fungsi yudikatif ada lima
dengan memperhatikan dakwaan, jenis pelanggaran, pengaduan, menyelesaikan
perselisihan dan mengambil putusan penting serta tindakan dengan memperhatikan
bagian-bagian tersebut dalam persoalan seperti status seorang didepan hukum. Kedua,
memulihkan hak-hak publik atau rakyat dan meningkatkan keadilan dan kebebasan
yang sah. Ketiga, melakukan pengawasan dan pelaksanaan hukum yang baik.
Keempat, mengusut kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, menjatuhkan keputusan
hukum, menghukum dan melaksanakan huddud (hukuman cambuk untuk menebus
kesalahan), memperbaiki orang-orang yang salah, serta memberikan keadilan islami.

Kelima, mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk mencegah tindakan

kejahatan dan memperbaiki pelaku kejahatan.

® Ibid., him.47.
* Ibid., hlm 46.

0 pasal 156..
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Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yudikatif, dipimpin oleh Mahkamah
Agung atau Dewan Peradilan Tertinggi, dengan lima anggota terdiri dari ketua
Mahakamah Agung, seorang hakim umum, tiga orang ahli hukum islam dan seorang
mujtahid. Ketau Mahkamah Agung di pilih oleh Imam atau Pemimpin Tertinggi
dengan pertimbangan anggota Mahkamah Agung.

Pelaksanaan yudikatif disesuaikan dengan ideologi Syi’ah Itsnd’ Asy’ariyyah
sebagai ideologi negara, dengan tujuan melindungi hak-hak individu dan sosial, dan

agar tidak terjadi penyimpangan terhadap ideologi negara dan ajaran Islam.

e. Dewan dalam Wildyah Faqih

Selain tiga cabang kekuasaan diatas, dalam wildyah faqih ada dewan-dewan
yang mempunyai fungsi dan tugas untuk mewujudkan cita-cita Revolusi Islam Iran.
Dewan yang ada antara lain :

1) Dewan Tinggi Propinsi.

Dewan ini mempunyai fungsi melakukan pengawasan kepada dewan-dewan
yang ada di desa, distrik, kota, kota besar dan propinsi yang mempunyai fungsi dan
tugas menangani persoalan sosial, ekonomi, pengembangan, kesehatan, kebudayaan,
pendidikan serta program-program kesejahteraan.”'

Anggota dewan yang berada di desa, distrik, kota, kota besar dan propinsi
dipilih langsung oleh rakyat dan anggota dewan harus dari daerah pemilihan. Karena

dewan inilah yang nantinya menjalankan pemerintahan di daerah. Pola hubungan

1 Pasal 100.
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antar dewan propinsi dengan dewan yang ada dibawahnya diatur oleh undang-undang
tersendiri.
2) Dewan Tertinggi Keamanan Negara.

Dewan Tertinggi Keamanan berfungsi pemeliharaan Revolusi Islam, keutuhan
wilayah, mengamankan kepentingan nasional, dan kedaulatan nasional. Dewan yang
terdiri dari : kepala dari tiga kekuasaan pemerintahan, kepala dewan komando
tertinggi angkatan bersenjata, pejabat yang bertugas dalam urusan perencanaan dan
anggaran, dua orang wakil yang diangkat oleh pemimpin tertinggi, menteri luar
negeri, menteri dalam negeri, menteri penerangan dan satu menteri dan pejabat

tertinggi dari angkatan bersenjata dan Korp Pengawal Revolusi Islam.”

3. Kedaulatan Rakyat dalam Wilayah Faqih
Filosof Prancis Michael Foucault dalam mengomentari revolusi Iran dan
pemerintahan wildyah fagih mengatakan® : "Pemerintahan Islam akan memulai
sebuah "spiritual politik" baru dan memproklamasikan sebuah "transfigurasi" dunia,
sesuatu yang tidak dikenal di Barat sejak munculnya modernitas".
Apa yang terjadi di Iran akhir tahun 1978 dan awal tahun 1979 memang
sangat mengejutkan masyarakat dunia. Sebuah revolusi yang berlandaskan semangat

keagamaan — mazhab Syi’ah Itsnd’ Asy’ariyyah — terjadi di Iran, berbeda dengan

32 Pasal 176.

33 Syi'ar edisi Rabi' al-Awwal 1425 H.
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yang terjadi di barat yang telah beberapa tahun kebelakang, bahkan sampai hari ini
telah meninggalkan semangat keagamaan dalam dunia pemerintahan. Iran yang
semula berbentuk monarki menjadi negara republik, tidak lepas dari perjuangan
Ayatullah Khomeini bersama rakyat Iran untuk menegakkan pemerintahan yang baik,
membebaskan dari rezim tiran dan membela hak-hak rakyat.

Dalam wildyah fagih, sebuah pemerintahan yang dilandaskan kepada al-
Qur’an, Sunnah Nabi dan Sunnah para Imam Syi’ah®™ menempatkan Tuhan (baca;
Allah SWT) sebagai penguasa tunggal. Menurut Khomeini karakteristik dalam
pemerintahan Islam atau wildyah faqih kekuasaan legislatif dan wewenang untuk
menegakkan hukum secara eksklusif adalah milik Allah SWT. Pembuatan undang-
undang suci ini (Allah SWT) dalam pandangan adalah satu-satunya kekuasaan
legisltaif.>

Untuk menjalankan pemerintahan di bumi, Tuhan (baca; Allah swt)
menunjuk orang-orang terpilih untuk menata kehidupan sosial masyarakat yang adil
melalui pelaksanaan aturan dan hukum-hukum yang telah ditentukan dalam kitab
suci, serta memimpin umat manusia khususnya umat muslim agar mendapatkan
kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah SWT mengutus Muhammad
SAW untuk menunjukkan jalan kepada umat manusia menuju kebahagiaan dunia dan

akhirat yang diridhai Allah SWT. Diutusnya Nabi Muhammad SAW, selain

* Bagi muslim Syi’ah perkataan para imam merupakan bagian dari sunnah yang menjadi
pegangan muslim Syi’ah.

>al-Imam al-Mujahid al-Sayyid Ruhullah al-Khomeini, al Hukiimat al Islamiyah, hlm. 42.
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menunjukkan jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat, adalah menata kehidupan
sosial masyarakat melalui pelaksanaan hukum Islam dalam urusan negara, hal ini
menurut Abul A’la al-Maududi, karena nabi SAW menjadi khalifah di bumi yang
dipilih Allah. Selain Nabi yang menjadi yang menjadi khalifah di bumi adalah orang
yang taat dalam ajaran nabi SAW dan menjalankan hukum-hukum yang datang dari
Allah. Adapun pemilihan khalifah — selain nabi yang ditunjuk langsung Allah SWT-
adalah melalui jalan penunjukan dengan persetujuan umat muslim seluruhnya.”®

Dalam doktrin mazhab Syi’ah Itsna’ Asy’ariyyah, penunjukan Nabi SAW
oleh Allah SWT untuk memimpin masyarakat muslim diteruskan oleh Ali bin Abi
Thalib dan para imam-imam maksum mazhab Syi’ah. Para imam Syi’ah yang
berjumlah dua belas imam, imam terakhir atau imam Zaman berada dalam keadaan
ghaib sughrd yang mengharuskan para faqih melakukan pemerintahan transisi selama
imam zaman keluar dari keadaan ghaib sughra.

Dalam pemerintahan wildyah faqih ada dua teori yang di sepakati oleh para
ulama Syi’ah, teori penunjukan dan terori pemilihan.”” Dari dua teori tersebut, dalam
wildyah faqith yang ada di Iran menggunakan terori pemilihan sebagaimana yang
terjadi dalam pemilihan anggota Majles-e-Shura-e-Islami dan presiden.

Dalam pemerintahan Islam penunjukkan seorang pemimpin dilakukan

terhadap orang yang memenuhi persyaratan sebagai pemimpin, ciri khas

% Abul A’la al-Maududi, Metoda Revolusi Islam, (Yogyakarta : Ar-Risalah, 1983), hlm. 28.

7 Mehdi Hadavi Tehrani, Negara Ilahiah, hlm 66.
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pemerintahan Islam adalah pemerintahan Kkonstitusional. Konstitusional dalam
pemerintahan Islam berbeda dengan konstitusional pemerintahan non Islam. Karena
konstitusi dalam pemerintahan Islam adalah al-Qur’an, sunah Nabi dan para Imam as.

Walaupun dalam pemerintahan Islam kedaulatan berada ditangan Allah SWT,
namun pelaksanaan dalam pemerintahan dilakukan oleh orang-orang yang terpilih.
Menurut Khomeini, pemerintahan yang dijalankan oleh orang terpilih atau fagih
adalah pemerintahan rakyat walaupun sumber hukum dan kedaulatan berada ditangan
Allah SWT. Sebagaimana pidato Khomeini :

“Wali faqih adalah seorang individu yang memiliki moralitas (akhlak),
patriotisme, pengetahuan dan kompetensi yang telah diakui oleh rakyat. Rakyatlah
yang memilih figur mana yang memenuhi kriteria semacam itu. Rakyat sendirilah,
sekali lagi, yang mengelola urusan-urusan administrasi dan bidang-bidang kerja serta
urusan lain dalam pemerintahan mereka. Rakyat berhak memilih sendiri presiden
mereka, dan sudah semestinya demikian, sesuai dengan hak asasi manusia, Anda
semua rakyat, harus menentukan nasib anda sendiri. Majlis (parlemen Iran)
menempatkan posisi tertinggi diatas semua institusi yang lain, dan majlis ini tidak
lain merupakan pelembagaan kehendak rakyat.

Pidato Khomeini yang secara langsung menunjukkan bahwa rakyat
mempunyai peran yang tidak bisa dinafikan dalam pemerintahan. Apabila peran
rakyat dalam pemerintahan dipersempit atau ditutup oleh penguasa, maka, rakyat
berhak melakukan perlawanan karena penguasa telah melakukan kedzaliman
terhadap hak-hak rakyat.

Ayatullah Ni’matulladh Salihi-Najafabadi dalam bukunya yang berjudul

Vilayat-1 Fagqih : Hukiimat-il Salihan (Pemerintahan Orang-orang Saleh) bahwa

8 Noor Arif Maulana, Revolusi Islam Iran hlm. 92-93.
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dalam Wildyah Fagih ada dimensi yuridis adalah kontrak sosial antara faqth yang
terpercaya dan rakyat melalui baiat atau sumpah setia. Sumpah setia ini dengan dua
arah yakni rakyat setia dan menaati pemimpin tetapi juga sebaliknya pemimpin harus
setia terhadap rakyat. >

Peran rakyat dalam pemerintahan wildyah faqih salah satunya melalui
pemilihan langsung. Rakyat mempunyai hak untuk memilih siapa wakil di parlemen
dan presiden yang akan menjalankan pemerintahan. Hal ini tidak ada pada rezim

Pahlevi.

B. Baron de Montesquieu dan Trias Politica

1. Biografi Baron de Montesqueiu

Montesquieu salah satu pemikir Prancis yang pemikirannya sampai hari ini
menjadi rujukan dalam wacana tata negara dan pemerintahan. Pemikir yang lahir 19
Januari 1689 di Puri La Brede dekat Bordeaux, bernama Charles-Louis de Secondet
yang kemudian dikenal dengan Baron de Montesqueiu. Monetsqueiu lahir dalam
keluarga bangsawan di Bordeaux, kedua kakeknya ketua parlemen di Bordeaux,
jabatan ini kemudian diwarisi oleh pamannya dan kemudian dijabat olehnya.
Ayahnya Charles-Louis, Jacques de Secondet seorang serdadu yang meninggal dunia
militer pada umur 30 tahun dan menikahi Marie-Francoise de Pensel seorang pewaris

keluarga bangsawan yang sangat tua.

% M Riza Shabudi, “Bahasa Politik dalam Mazhab Syi’ah : Kasus “ Vilayat-I Fagih”,
Islamika, No. 5 (Juli-Septemebr 1994), him. 51.
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Tahun 1696 Marie-Francoise de Pensel meninggal saat melahirkan Jean-
Baptiste. Untuk mengenal ibunya, ayahnya membuat sebuah catatan kecil tentang
sifat-sifat ibunya sampai hal-hal kecil yang ada pada ibunya. Pada tiga tahun pertama
Montesquieu diasuh oleh keluarga penggiling gandum. Pada saat umur 11 tahun
Montesqueiu dikirim ke sekolah modern dan termashur di Juilly, yang dikelola oleh
Kongregasi Otaroium.® Setalah belajar di Juilly, Montesqueiu melanjutkan belajar
hukum di Universitas Bordeaux dan menerima gelar pada tahun 1708, kemudian
pergi ke Paris memperdalam bidang studi hukum. Ada enam buku catatan besar yang
penuh dengan tulisannya mengenai undang-undang Roma, Prancis, dan undang-
undang lokal, dan juga kasus-kasus yang terjadi di Paris.

Montesqueiu dengan disiplin keilmuan yang dimiliki dipersiapkan oleh
pamannya untuk mewarisi jabatan menjadi hakim tinggi di Bordeaux, karena
pamanya tidak mempunyai seorang putra yang hidup. Jabatan kenegaraan merupakan
sebuah kekayaan yang dapat di wariskan, dan berusaha untuk tetap menjadi milik
keluarga. Kondisi yang terjadi di Prancis khususnya di Bordeuax, banyak hakim baru
yang tidak mengetahui undang-undang. Karena universitas tidak menuntut ujian,
sementara tes kualifikasi yang dilakukan oleh parlemen tidak lebih dari sebuah
sandiwara. Syarat untuk menjadi hakim adalah berasal dari sebuah keluarga yang

baik, kaya dan beragama katolik.

% Judith N. Shklar, Montesquieu Penggagas Trias Politica, (Jakarta: Grafiti, 1996), him.2.
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Pada tahun 1713 Montesqueiu kembali ke Bordeaux untuk mengurus
kekayaan dan tanah miliknya. Dua tahun kemudian, tahun 1715 Montesqueiu
menikah dengan Jeanne de Lartigue penganut Kalvinisme yang taat. Setahun
kemudian setelah menikah pada tahun 1716 Montesqueiu mewarisi gelar sebagai
Baron de La Brede Montesqueiu, sejumlah kekayaan dan jabatan pamanya sebagai
President a Mortier di parlemen Bordeuax.®' Kantor yang dipimpin Montesqueiu
mempunyai tugas dalam hal administratif dalam pengadilan. Satu tahun kemudian dia
membawahi departement kriminal dalam parlemen, yang berfungsi sebagai pencatat
atau panitera dalam persidangan, mengawasi penjara dan menjalankan putusan
terhadap terdakwa.®

Tahun 1721 Montesqueiu menerbitkan karya sastra dalam bentuk novel
berjudul The Persian Letters, novel yang menggambarkan kondisi Prancis waktu itu
mengangkat namannya. Tokoh utama dalam novel tersebut adalah Usbek®, dalam
novel tersebut dijelaskan bahwa Usbek adalah orang Persia pertama yang keluar dari
negerinya yang makmur dan sejahtera untuk melakukan perjalanan demi mencari

pengetahuan.”* Novel yang ditulis dari sebuah perjalanan® baik nyata maupun fiktif.

o1 htt://plato.stanford.edu/entries/montesquieu/ diakses pada tanggal 4 Juli 2006.
% Ibid.
83 Usbek merupakan nama suku bangsa Tartar di timur selatan laut Persia atau Usbekistan.

 Montesqueiu, Surat-Surat dari Persia, terj.Okkie Zaimar dan Kooshendrati Hutapea
(Jakarta : Dian Rakyat, 1992), him. 4.

% Mengenai perjalanan dalam The Persian Letters, Montesqueiu mengikuti petunjuk seorang
pengembara Prancis Tevernier (1605-1689) yang pernah melakukan perjalanan ke Inggris, Eropa
Tengah, India, Sumatra dan Jawa. Ibid, hlm. 4.
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Surat yang ada dalam The Parsian Letters terdiri dari 23 surat pertama tentang
perjalanan dari Ishfahan ke Paris yang dimulai 19 Maret 1711 sampai 4 Mei 1712.
Kemudian surat ke 24 sampai 147 menggambarkan tentang sekitar kehidupan Louis
XIV yang terbagi menjadi tiga bagian : a) 69 surat mulai Mei 1692 sampai September
1715, b) 54 surat, mulai September 1715 sampai November 1720, c¢) 14 surat terakhir
merupakan puncak tragedi.*®

Dalam novel tersebut, Montesqueiu menggambarkan kondisi Prancis yang
carut-marut membuatnya prihatin. Seperti dalam surat ke 36 dalam The Persian
Letters, Montesqueiu mengkritik perilaku para intelektual Prancis yang tidak
memikirkan kondisi bangsa saat itu. Dalam surat tersebut tertulis :

“Yang Mengejutkan dari kaum cerdik pandai adalah bahwa mereka tak
menjadikan diri mereka berguna bagi tanah air mereka, dan mereka hanya
memuaskan bakat untuk hal-hal yang kenak-kanakan. Misalnya saja, ketika aku baru
tiba di Paris, aku mendapatkan mereka sedang berdebat dengan sengit mengenai hal

yang paling remeh yang dapat dibayangkan ; mereka berdebat tentang reputasi

seorang penyair kuno (Homerus) yang selama dua ribu tahun baik negara asal

maupun saat meninggalnya tak diketahui®’

Sorotan kepada intelektual Prancis yang tidak memikirkan dan
memperhatikan terhadap kondisi Prancis menjadi salah satu kritik Montesqueiu.
Kondisi Prancis yang timpang dikarenakan salah satunya pengaruh Uskup sebagai
perwakilan Paus dalam pemerintahan. Raja harus tunduk dan mengikuti aturan yang

dibuat oleh Uskup (baca; hukum agama). Aturan yang dibuat oleh Uskup selain harus

 Ibid., hlm. 3.

7 Ibid., hlm. 29.
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dilaksanakan oleh raja tetapi juga seluruh rakyat Prancis melalui peritah raja.%®
Namun berbeda dengan Uskup yang secara pribadi yang tidak mempunyai
tanggungjawab untuk melaksanakan dan mempunyai wewenang untuk memberi izin
untuk tidak melaksanakan aturan tersebut.

Setelah menerbitkan novel The Persian Letters Montesqueiu menulis buku
Dialogue de Sylla et d'Eucrate dan Reflexions sur la monarchie universelle yang
terbit pada tahun 1724 dan Le temple de Gnide yang terbit tahun 1725.

Selain menjabat sebagai President a Mortier di parlemen Montesqueiu juga
aktif di Akademi Bordeaux. Di akademi Bordeaux Montesqueiu terpilih sebagai
direktur akademi selama empat periode. Sebagai intelektual Montesqeuiu mempunyai
ambisi yang sangat besar dalam keilmuan, ambisinya terhadap akademi adalah agar
akademi menangani sejarah alami dunia kuno dan modern. %

Selain menekuni studi di bidang hukum, Montesqueiu juga mempunyai
perhatian terhadap ilmu biologi, sastra, sejarah dan beberapa ilmu lainnya. Dalam
keilmuan yang dimiliki oleh Montesqueiu, Montesqueiu cukup diperhitungkan oleh
para ilmuwan Prancis waktu itu. Hal ini terlihat saat Buffon diminta untuk menunjuk
ilmuwan yang akan menduduki jabatan profesional di Akademi des Sciences Paris,

Montesqueiu terpilih bersama dengan Bacon, Newton, Liebniz, dan Buffon sendiri.”

% Ibid., hlm. 24-26.
% Judith N. Shklar, Montesquieu him. 13.

" Masuknya Montesqueiu dalam Akademi des Sciences tidak disetujui oleh raja Prancis,
dengan alasan raja telah dikritik oleh Montesqueiu dalam The Persian Letters.
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Setelah terpilih menjadi anggota akademi di Paris pada tahun 1726 ia menjual
kantornya di parlemen Bordeaux dan menetap di Paris. Di Paris ia sangat menikmati
kehidupannya sebagai intelektual dan sastrawan yang terkenal. Di Paris inilah
karyanya The Spirit of the Laws di kerjakan.

Tahun 1728 Montesqueiu melakukan perjalanan keliling Eropa, negara yang
dikunjunginya antara lain ; Inggris, Austria, Italia, Jerman, Switzerland, Belanda,
Hongaria. Di Inggris ia berkunjung ke tempat sahabatnya Pangeran Lord Waldegrave.
Kemudian berkunjung ke Italia, ia disambut oleh Cardinal de Polignac dan Benedeict
XIII. Di Italia Montesqueiu sangat kagum dengan karya seni yang ada di sana dan
tertarik dengan sejarawan dan ahli hukum Italia yang mengajarkan banyak hal tentang
sejarah Roma.

Perjalanannya keliling Eropa di akhiri di Inggris, dan menetap dua tahun
sampai tahun 1731. Di Inggris ia menulis tentang sejarah kemerdekaan Inggris, dan
apa yang ia temukan jauh melebihi pengharapannya. Selain itu ia juga aktif dalam
menghadiri beberapa perdebatan di Parlemen dan menjalin persahabatan dengan para
ilmuwan dan penulis yang tergabung dalam Freemason di London. Tahun 1731 ia
terpilih menjadi anggota lembaga kerajaan, dalam lembaga ini ia tertarik dengan
Martin Folkes seorang pemikir dan sekretaris lembaga ini. Selama perjalanannya
keliling Eropa, Montesqueiu mencatat apa yang ia dengar dan ia lihat.

Selama di Inggris, Montesqueiu terkesima dengan kebebasan politik dan

intelektual yang ada, hal ini berpengaruh dalam perjalanan intelektualnya dikemudian
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hari bahwa kemerdekaan politik merupakan kemungkinan praktis terbuka dengan satu
cara untuk seluruh negara Eropa modern.”'

Di tahun 1748 Montesqueiu menerbitkan karya monumentalnya The Spirit of
the Laws yang ia kerjakan selama dua puluh tahun, dan mendapat sambutan yang
sangat sukses di Prancis dan seluruh Eropa.

Sebelum meninggal tahun 1750 Montesqueiu telah menyiapkan revisi The
Spirit of the Laws dan menulis sebuah komentar tentang dirinya sebagai usaha
pembelaan diri dari serangan para Yesuit dan kaum Jansenit. Tuduhan yang
dialamatkan ke Montesqueiu, bahwa ia seorang penganut paham Spinozisme dan
paham ketidaksetiaan dan memperlakukan masalah moral en anatomiste.

Empat tahun kemudian 1754 Montesqueiu melakukan penambahan sebelas
surat untuk The Parsian Letter. Sebagai sosok intelektual Montesqueiu banyak
melakukan persahabatan dengan para intelektual yang ada di Eropa khususnya di
Inggris, antara lain ; d’Alembert, Jaucourt tokoh yang banyak mempopulerkan
pemikiran Montesquieu dan beberapa intelektual lainnya.

Tahun 1755 adalah tahun terakhir baginya, dengan menderita influenza
selama dua minggu dan ia menyadari bahwa ia akan meninggal dunia. Ia menyatakan
“Saat ini tidaklah mengerikan seperti yang dipikirkan orang”.”” Tepat tanggal 10

Februarai 1755 Montesqueiu meninggal dunia, ia dikelilingi sejumlah temannya dari

" Ibid., hlm. 30.

2 Ibid., hlm. 32.
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kalangan bangsawan Paris. Diderot merupakan satu-satunya cendekiawan yang
menghadiri pemakamannya di pemakaman Gereja St Sulpice Paris. Dalam rangka
memperingati meninggalnya Montesqueiu, beberapa lembaga menyelenggarakan
upacara peringatan, antara lain : The French Academy, The Prussian Academy, dan
The British Royal Society. The London Evening Post menyatakan berkenaan dengan
meninggalnya Montesqueiu, ‘“Penyesalan atas kematiannya sebagai seorang sahabat

bagi umat manusia“.

2. Hukum sebagai Konstitusi

Hukum dalam kehidupan bernegara mempunyai peran penting. Dengan
hukum, negara atau pemerintah mengatur tatanan dari berbagai macam hal yang
menyangkut negara dan masyarakat. Montesqueiu dalam karya utamanya The Spirit
of Law menjelaskan pentingnya hukum (baca; konstitusi dan undang-undang) dalam
sebuah negara.

Dalam buku pertama (baca ; Bab I), Montesqueiu membagi perkembangan
hukum menjadi tiga bagian,” pertama tentang hubungan antara hukum dengan
berbagai wujud, dalam bagain ini Montesquieu menjelaskan bahwa hukum adalah
hubungan yang harus ada yang timbul dari hakikat berbagai hal. Dalam pemahaman

ini semua mempunyai hubungan atau hukumnya sendiri. Seperti Tuhan, dunia meteri,

3 Bab L. The Spirit of Law. Lihat http://oregonstate.edu/instruct/phl302/philoshopers/
montesqueiu.html diakses tanggal 23 Juli 2006.
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makhluk berakal budi, hewan dan yang lainnya mempunyai hukum sendiri-sendiri.
Kedua adalah hukum Kodrat, hukum ini ada sebelum terbentuknya masyarakat.
Ketiga hukum Positif, dalam hukum positif masyarakat telah terbentuk. Dalam
hukum positif inilah, hukum sangat diperlukan agar perdamaian terjadi dan
terbentuknya lembaga masyarakat yang bernama pemerintahan, yang kemudian diatur
oleh hukum dasar (baca; konstitusi) sebagai landasan. Dalam hukum positif
Montesqueiu mengingatkan untuk mempertimbangkan iklim tiap negeri, dengan
mutu tanahnya, sosio-kultur, agama dan hal-hal yang ada dalam sebuah negara
termasuk luas kecilnya wilayah.
sk

Konstitusi yang berasal dari kata kerja dalam bahasa Prancis “Constituer”
yang berarti membentuk,”® merupakan hal yang sangat penting dalam sistem
pemerintahan sebagai sebuah landasan awal bagi sistem kerja organisasi negara.
Montesqueiu dalam persoalan ini mempunyai perhatian yang sangat besar melihat
saat itu — pada masa Montesqueiu — Prancis sebagai sebuah negara atau kerajaan
besar tidak mempunyai Undang-Undang Dasar.”” Dalam hukum positif Montesqueiu
menggagas bahwa sebuah negara harus mempunyai aturan atau Undang-Undang

Dasar agar kebebasan yang dimiliki oleh rakyat tidak terbelenggu, penguasa atau

™ http://library.usu.ac.id/download/fh/tatanegara-mirza4.pdf diakses tanggal 9 Juni 2007.
> Sebelum terjadinya revolusi Prancis pada tahun 1789-1799, Prancis belum mempunyai
Undang-Undang Dasar. Setelah terjadinya revolusi Prancis, Raja Louis XVI membuat Komite
Konstitusional atau Dewan Nasional Konstitusional (Assemblee Nationale Constituante) pada 17 Juni
1789. Lihat Jerome Samuel dan Sidney Peyroles (ed), Dua Abad Perkembangan Undang-Undang
Dasar Prancis (Yogyakarta : Duta Wacana University Press, 1991), hlm. 3-4.
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pemerintah tidak melakukan hal-hal yang melanggar hak-hak masyarakat atau
melakukan kesewang-wenangan dalam memerintah, bagaimana cara melakukan
hubungan antar negara atau bangsa lain, karena dalam hukum positif menyangkut

banyak persoalan dari wilayah privat sampai persoalan publik dan politik.

3. Trias Politica

Sejarah mencatat bahwa bentuk pemerintahan monarki sebelum zaman
pencerahan mendominasi belahan dunia. Dalam perkembangannya bentuk
pemerintahan monarki sangat tidak menguntungkan bagi rakyat yang kemudian
muncul bentuk pemerintahan demokrasi.’® Namun, beberapa negara sampai saat ini
masih menggunakan bentuk pemerintahan monarki dengan berlandaskan konstitusi
atau sering disebut monarki konstitusional.

Demokrasi yang telah muncul lebih dahulu di Yunani kuno, muncul kembali
dan berkembang pada abad pencerahan. Dalam paham demokrasi, rakyat mempunyai
posisi yang sangat penting, karena rakyat-lah sebagai penentu akhir dalam
memberikan ketentuan mengenai kehidupannya, salah satunya menilai kebijakan

negara, karena dalam kebijakan negara tersebut menyangkut kehidupan rakyat.”’

" Sebelum zaman kegelapan dan pencerahan terjadi di Eropa, Yunani kuno telah
menggunakan faham demokrasi dalam kehidupan bernegara dalam pemerintahan yang terjadi di
Athena.

"7 Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jogjakarta : Gama Media, 1999), hlm.7-
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Sistem pemerintahan yang digagas oleh Montesqueiu adalah sebuah sistem
pemerintahan dengan kekuasaan terbatas (separation of powers). Sistem ini
sebelumnya telah digagas oleh John Locke dalam Two Treatises on Civil Government
(1690) yang membagai kekuasaan dengan tiga kekuasaan yang terpisah atau trias
politica yakni Legislatif, Eksekutif dan Federatif. ™

Perbedaan antara Montesqgeiu dengan John Locke dalam teori trias politica
adalah Locke membuat kekuasan federatif berfungsi sebagai lembaga negara yang
menjalin kerja sama dengan negara tetangga atau hubungan luar negari. Sedangkan
Montesqueiu dalam trias politica-nya selain Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif
sebagai lembaga yang membedakan dengan trias politica-nya Locke. Yudikatif yang
digagas oleh Montesqueiu mempunyai fungsi sebagai penindak para pelanggar aturan
atau undang-undang negara.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai trias politica a la Montesqueiu lebih
baiknya kita menilik sistem pemerintahan Demokrasi atau Republik, Aristrokasi,
Monarki dan Despotis dalam pandangan Montesqueiu. Hal ini perlu kita ketahui,
karena dari berbagai macam sistem pemerintahan tersebutlah trias politica mencoba
dijadikan jawaban oleh Montesqueiu dalam persoalan pemerintahan atau tatanegara.

Dalam pandangan Montesqueiu, setiap sistem pemerinahan mempunyai
implikasi terhadap rakyat yang ada dalam sebuah negara. Sebagaimana sistem

pemerintahan demokrasi atau republik adalah pemerintahan yang menempatkan

"8 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta : Gramedia, 2003) cet. X1V, him.151.
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lembaga rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi. Dengan menempatkan posisi
lembaga rakyat dalam kekuasaan tertinggi rakyat mempunyai kekuasaan untuk
mengatur segala sesuatu yang ada dalam lingkungan kekuasaannya, sedangkan hal
yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga tertinggi dilakukan oleh para menteri.
Aristrokrasi, kekuasaan sebuah negara atau kerajaan berada dalam sebuah kelompok
atau sebagian dari rakyat, biasanya kelompok yang memegang kekuasaan ini adalah
para bangsawan yang kaya raya. Dalam pandangan Montesqueiu aristrokasi yang
terbaik adalah apabila didalamnya orang yang membuat undang-undang yang tidak
terlibat sedikit sekali, sehingga orang yang memerintah tidak melakukan tekakanan.
Sebaliknya apabila rakyat yang diperintah diperbudak oleh mereka yang berkuasa.
Implikasi dari sistem ini adalah hanya sedikit rakyat yang mempunyai peran dalam
pemerintahan.

Monarki merupakan sebuah kekuasaan yang terletak pada — perintah - satu
orang yang diatur oleh hukum atau konstitusi. Dengan terpusatnya kekuasaan pada
satu orang yakni raja, maka raja merupakan sumber hukum baik politik maupun
sipil. Untuk pemerintahan dispotis adalah sebuah pemerintahan yang terpusat oleh
satu orang tanpa adanya sebuah dasar hukum yang jelas. Kemauan atau aturan
penguasa menjadi sumber hukum yang harus dilaksanakan, dalam pemerintahan

dispotis tidak ada sebuah hukum dasar atau aturan yang jelas.”

" Bab III, The Spirit of Laws.
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Pemisahan kekuasaan atau separation of power menjadi sebuah hal yang
sangat penting, agar hak-hak individu dan sosial masyarakat tidak diabaikan oleh
negara. Sebagai dalam pemerintahan monarki kekuasaan terpusat dalam satu orang
yang juga menjadi sumber segala jenis hukum dan potensi melakukan kesewenang-
weangan terhadap rakyat. Dengan kondisi raja sebagai penguasa tunggal, raja harus di
imbangi dengan kekuatan lain, dalam hal ini parlemen® agar tidak terjadi
pemerintahan yang despotis. Selain mengimbangi kekuasaan raja dengan parlemen,
lembaga peradilan atau hakim harus independen dalam memutuskan perkara tanpa

adanya sebuah intervensi dari parlemen atau raja sebagai eksekutif.

a. Legislatif

Legislatif merupakan lembaga rakyat dalam pemerintahan, karena di dalam
legislatif terdapat wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat ini dipilih dengan berbagai
macam cara yang diatur oleh undang-undang. Montesqueiu tidak memberikan
gambaran jelas tentang mekanisme pemilihan pemilihan wakil rakyat yang duduk di
legislatif. Selain anggota legislatif yang mewakili rakyat, ada satu kelompok lagi
yang ada dalam legislatif yakni kaum bangsawan. *'

Namun, legisltaif sebagai lembaga rakyat yang ada dalam pemerintahan

mempunyai fungsi membuat undang-undang negara. Untuk fungsi lain, seperti

% Judith N. Skhlar., Montesqueiu hlm.122.

#! Masuknya kaum bangsawan dalam anggota legislatif dalam pandangan Montesqueiu bahwa
kaum bangsawan mempunyai hak istimewa dalam pemerintahan. Lihat Bab IX., The Spirit of Laws.
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melakukan kontrol terhadap pemerintahan yang berjalan dibawah kepemimpinan
eksekutif, legislataif mempunyai hak apabila diatur oleh hukum.

Kekuasaan legislatif harus pisah dengan kekuasaan lainnya seperti eksekutif
dan yudikatif. Apabila parlemen atau legislatif satu badan bersama eksekutif, maka,
kemerdekaan dan kebabasan rakyat akan terbelenggu. Karena pemerintah akan
melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai yakni bertindak
sewenang-wenang."

Sebagaimana yang terjadi dalam pemerintahan kota di Athena Yunani kuno,
Assembly sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang
beranggotakan dari anggota masyarakat Athena yang berjumlah 40.000 orang.
Setidaknya Assembly melakukan pertemuan sedikitnya sepuluh kali dalam setahun
untuk membahas persoalan yang dihadapi masyarakat Athena.®> Doktrin bahwa
kekuasaan berada dalam rakyat, hal ini sangat dipahami oleh masyarakat Athena
waktu itu. Namun, kondisi seperti ini (baca ; seperti Assembly di Athena) hanya akan
terjadi dalam negara kecil, untuk negara yang besar rakyat harus memilih wakil-wakil

mereka untuk membawa aspirasi rakyat.

82 Henry J Schmandt, Filsafat Politik; Kajian Historis dari zaman Yunani kuno sampai zaman
Modern, cet. II (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2005), him. 374.

8 Ibid., hlm. 38-39.
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Dalam catatannya, Montesqueiu melakukan kritik terhadap sistem legislatif
yang terjadi di republik kuno, dimana rakyat mempunyai hak untuk mengambil
keputusan aktif, misalnya melaksanakan hukuman mati.®*

Sebagai lembaga yang mewakili rakyat, legislatif tidak boleh terlalu sering
melakukan pertemuan, harus proporsional sesuai dengan kondisi dan untuk
kepentingan negara. Selain itu juga, apabila legislatif tidak aktif maka, akan
menimbulkan dua dampak, pertama apabila legislatif tidak menentapkan peraturan
baru maka akan terjadi anarkisme dalam masyarakat, kedua ketetapan akan diambil
oleh eksekutif dan akan menimbulkan kesewenang-wenangan dalam pemerintahan

atau negara.

b. Eksekutif

Salah satu cabang dalam trias politica adalah eksekutif. Lembaga ini menjadi
pelaksana pemerintahan, seperti menerima duta negara lain, mengamankan wilayah
negara dari ancaman negara lain, dll.

Kepemimpinan eksekutif dalam pandangan Montesqueiu harus dilaksanakan
harus satu orang, tidak seperti halnya legislatif yang di pegang oleh banyak orang.
Eksekutif hendaknya di pimpin oleh raja — untuk saat ini dipimpin oleh presiden atau

perdana menteri -, karena eksekutif mempunyai fungsi menyelesaikan berbagai

% Bab IX., The Spirit of Laws.
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macam hal dengan cepat. Selain itu, eksekutif hanya melaksanakan tugas atau
kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh legislatif.®

Dalam melaksanakan ketetapan (baca: aturan atau undang-undang) eksekutif,
tidak serta merta eksekutif tidak mempunyai peran dalam menetapkan ketetapan atau
undang-undang. Legislatif harus melibatkan eksekutif dalam menetapkan undang-
undang, adapun peran eksekutif dalam hal ini mempunyai kekuasaan menolak
ketetapan yang telah ditetapkan oleh legislatif. *® Kekuasaan menolak undang-undang
yang dimiliki oleh eksekutif merupakan “checks and balances” ¥ agar legislatif tidak

menjadi lalim dengan merebut wilayah kekuasaan yang lain (baca ; eksekutif).

c. Yudikatif

Pengadilan merupakan lembaga yang melakukan pengawalan terhadap
kebebasan individu maupun sosial masyarakat. Dalam lembaga pengadilan inilah
hukum ditegakkan, sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh
legislatif. Dalam pemerintahan lembaga pengadilan harus independen, tidak boleh
berada dibawah legislatif ataupun eksekutif. Trias Politika Montesqueiu yang

menempatkan yudikatif atau lembaga pengadilan berdiri sendiri atau independen

85 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar IImu hlm. 208.
8 Bab IX., The Spirit of Laws.

8 Checks and Balances (pengawasan dan keseimbangan) merupakan sistem yang digunakan
Amerika Serikat agar antara satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaaan yang lainnya tidak
terjadi perampasan kekuasaan. Sistem checks and balances tidak hanya antara legislatif dan eksekutif,
tetapi juga dilakukan yudikatif dengan legislatif dan eksekutif. Lihat Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar
Ilmu hlm. 153.
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yang membedakan dengan Trias Politika John Locke, dimana yudikatif berada
dibawah eksekutif.

Montesqueiu menggagas cabang kekuasaan ini (baca ; yudikatif) bukan tanpa
alasan. Sebagai seorang hakim di Parlemen Bordeaux, Montesqueiu sangat
memahami seluk beluk dunia peradilan sebagai sebuah lembaga yang mempunyai
fungsi yang sangat penting dalam pemerintahan. Apabila yudikatif berada dibawah
salah satu cabang kekuasaan lain, maka, kebebasan dan kemerdekaan individu
ataupun sosial masyarakat akan terbelenggu atau tercabut.

Sebagaimana yang dikutip oleh Leonard J. Theberge, Montesquieu
mengatakan :

(X3

..... fungsi kemerdekaan (baca ; independensi) pengadilan untuk menjaga
supaya hukum dan hanya hukum yang berlaku. Dimana pengadilan digabung dengan

badan pembentuk undang-undang ‘“kehidupan dan kebebasan waega negara akan

berada dalam satu kendali yang dilakukan secara sewenang—Wenalng”...”88

Bagi Montesqueiu, kebebasan (Liberty) dan kemerdekaan (Independece)
adalah dua hal yang berbeda. Kebebasan adalah hak untuk melakukan apa pun yang
diperbolehkan oleh hukum, sedangkan kemerdekaan — politik warga negara - adalah
ketenangan pikiran yang muncul dari pendapat bahwa tiap-tiap orang berada dalam

89
keadaan aman.

% Marwan Efendi, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, (Jakarta :
Gramedia, 2005), hlm. 41.

% Bab IX, The Spirit of Laws.
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Untuk orang yang duduk dalam lembaga ini haruslah diambil dari orang yang
berada dalam lembaga rakyat dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh
hukum.” Dalam menjalankan fungsinya, yudikatif harus sesuai dengan undang-
undang yang telah ada, agar kebebasan dan kemerdekaan setiap warga negara

terlindungi dengan baik.

4. Kedaulatan Rakyat dalam Trias Politica

Demokrasi telah menjadi pilihan banyak negara sebagai paham dalam
bernegara. Doktrin pemerintahan berada di tangan rakyat merupakan ruh dari paham
demokrasi. Tidak salah, apabila mantan presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln
menyatakan, bahwa pemerintahan Amerika Serikat adalah pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam Trias Politika memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi
dalam pemerintahan. Tidak lagi menggunakan paham absolutisme dalam sebuah
pemerintahan, dan terbukti bahwa paham tersebut tidak membawa rakyat kedalam
sebuah kehidupan yang layak dan lebih baik.

Pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasan yang ada dalam Trias Politika
merupakan sebuah “solusi” yang ditawarkan oleh Montesqueiu dalam menjawab
kondisi Prancis waktu itu. Tanpa adanya sebuah pemisahan kekuasaan dalam

pemerintahan, rakyat akan selalu dalam despotisme penguasa. Maka, ruang bagi

Y Ibid.
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rakyat dalam berpartisipasi dalam pemerintahan melalui legislatif sebagai lembaga
rakyat adalah sebuah solusi.

Dengan adanya legislatif, raja atau kepala pemerintahan (baca; eksekutif) —
baik presiden ataupun perdana menteri — tidak dapat melakukan tindakan yang
merugikan rakyat. Karena legislatif sebagai pembuat undang-undang harus
memahami apa yang dibutuhkan oleh rakyat yang kemudian dilaksanakan oleh
eksekutif dan dikawal dalam pelaksanaannya oleh yudikatif.

Bagi Montesqueiu tidak ada bentuk baku pemerintahan berkenaan dengan
doktrin Trias Politika. Karena bentuk pemerintahan sebuah negara harus disesuaikan
dengan kondisi masyarakat dan kondisi sosial masyarakat dimana pemerintahan itu
berada.

Pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan yang digagas oleh
Montesqueiu menginginkan agar rakyat sebagai elemen dasar dalam sebuah negara,
tidak menjadi obyek despotisme penguasa sebagaimana yang terjadi dalam monarki.
Dengan dasar pimikiran inilah, kontrol terhadap kekuasaan melalui pembagian atau
pemisahan kekuasaan harus dilakukan dan rakyat harus ikut serta dalam menentukan
sikapnya terhadap jalannya pemerintahan.

Pemberian ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tidak
menjadi satu-satunya tujuan Momtesqueiu. Namun, kebebasan dan kemerdekaan
rakyat dalam menentukan sikap yang diatur oleh hukum menjadi tujuan utama.

Apabila kebebasan dan kemerdekaan rakyat tidak diatur dalam sebuah hukum negara
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(baca;undang-undang), maka, kebebasan dan kemerdekaan akan hilang. Karena
kebebasan dan kemerdekaan merupakaan hak dasar manusia.

Dalam Trias Politika Montesqueiu, rakyat melakukan partisipasi dalam
pemerintahan melalui wakilnya di legislatif. Di lembaga inilah, rakyat membuat dan
menetapkan undang-undang demi tercipatanya tatanan masyarakat yang adil,
sejahtera tanpa merenggut kebebasan dan kemerdekaan masyarakat dalam kehidupan
sosial maupun kehidupan bernegara. Secara tidak langsung dengan adanya lembaga
legislatif kekuasan dalam tangan rakyat, karena eksekutif tidak bisa melakukan
kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat dengan adanya kontrol kekuasaan lain
yakni legislatif dan yudikatif. Menurut Montesqueiu, pemberian kekuasaan yang
besar terhadap rakyat dalam legislatif masuk dalam klasifikasi republik.”’

Selain melalui legislatif dimana rakyat berperan melalui wakil mereka,
lembaga yang sangat berperan dalam menjaga kebabasan dan kemerdekaan adalah
yudikatif. Di lembaga inilah, Montesqueiu mempunyai concern yang sangat besar
dalam Trias Politika-nya. Dalam pandangan Montesqueiu, lembaga peradilan harus
berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan dari lembaga lain. Apabila yudikatif
berada dibawah eksekutif atau legislatif, maka kebebasan atau kemerdekaan tidak

akan pernah ada.

! Henry J Schmandt, Filsafat Politik, hlm.. 370. Lihat juga, R Haryono Imam, Pengantar
dalam  Membatasi Kekuasaan Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang, Montesqueiu
(Jakarta:Gramedia, 1993), hlm. xiv.
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C. Analisa Perbandingan Kedaulatan Rakyat Dalam Trias Politica Dan
Wilayah Faqih

1. Biografi Ayatullah Khomeini dan Baron de Montesqueiu
a. Biografi Ayatullah Khomeini

Khomeini merupakan ulama syi’ah yang hidup sederhana dan bersahaja
dalam kesehariannya. la mempunyai nama lengkap (baca; gelar) Ayatulldh al-‘Udzma
Sayyid Ruhulldh al-Musawi al-Khomeini, lahir pada 24 September 1902 M atau 20
Jumadil Tsani 1320 H di kota Khumayn yang dulu disebut Kamareh, 349 km barat
daya kota Teheran. Tanggal kelahiran Khomeini sama dengan istri terkasih Imam
‘Ali bin Abi Thalib putri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahrah —
dalam kepercayaan Syi’ah salah satu empat belas manusia suci.

Khomeini sejak kecil sudah menunjukkan kepribadiannya yang kuat.
Sikapnya menghormati terhadap orang yang lebih tua khususnya terhadap kedua
orang tuanya. Selain itu juga Khomeini juga seorang anak yang sholeh, pemberani,
dan tanggung jawab. Di usianya yang masih remaja, Khomeini sangat suka
melakukan kajian sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW bersama teman-
temannya.

Kematian ayahnya karena dibunuh oleh dinas Dinasti Qajar saat menuju
ibukota propinsi Arak untuk melaporkan kondisi kota Khomeyn yang tidak aman
kepada gubernur Adhu al Sulthon. Setelah ayahnya Sayyid Musthafa® meninggal,

Khomeini diasuh oleh ibunya dan bibinya dari pihak ayah, Sahiba Khanom. Beberapa

%2 Sayyid Musthafa dikenal sebagai seorang mulldh yang menyuarakan hak-hak orang kecil
dan penentang rezim “khan” yang dikenal menindas rakyat.
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tahun kemudian keduanya meninggal dan Khomeini bersama kakaknya Sayyid Nur
Ad-Din diasuh oleh kakak tertuanya Sayyid Murtadla yang dikenal dengan Ayatullah
Pasandideh.”

Pendidikan Khomeini dimulai dari belajar di sekolah tradisional Maktab
Khaneh — sekolah tradisional untuk anak-anak- milik Akhund Mulla Abu al-Qasim.
Selian di Maktab Khaneh yang mempelajari Syair Persia, Kaligrafi (khatt-e nasta’liq)
dan Bahasa Arab, Khomeini juga belajar kepada sepupu ayahnya Syekh Ja’far
mengenai bahasa Arab. Kemudian melanjutkan kepada pamannya dari pihak ibunya
Mirza Muhammad Mahdi belajar Jami’ Muqgaddimat buku tentang logika dan bahasa
Arab disaat umurnya masih tujuh tahun.’*

Di usianya yang ke-16, Ibunya meninggal dunia, tak lama kemudian bibinya
meninggal. Kemudian pengasuhannya di bawah kakak kandungnya Ayatullah
Pasandideh. Walaupun menjadi yatim piatu, pendidikan Khomeini tidak terhenti.
Khomeini kemudian memperdalam pelajaran dengan ipar lelakinya Mirza Ridla
Najaff, dan diteruskan mengakaji kitab Muhawwal karya al-Suyuti dengan kakaknya
Ayatullah Pasandideh. Ketika Khomeini berumur 17 tahun, Ayatullah Pasandideh
mengirim Khomeini ke Arak untuk belajar kepada Syaikh Abd al-Karim Ha'iri

selama satu tahun. Empat bulan kemudian, Khomeini pergi ke Qum mengikuti

% Noor Arif Maulana, Revolusi Islam Iran, hlm 72.

% Riza Sihbudi, Biografi Politik Imam Khomeini, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
1996) hlm. 38.
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Syaikh Ha'iri yang pindah atas undangan para ulama dan masyarakat Qum, Khomeini
tinggal di Madrasah Dar al-Syifa.”

Di kota Qum inilah, Khomeini banyak belajar dengan para mullah atau ulama
yang ada di kota tersebut, yang kemudian membentuk kepribadian Khomeini menjadi
agung. Para ulama yang menjadi guru Khomeini antara lain : Ayatullah Mirza Ali
Akbar Yazdi, Ayatullah Mirza Aqa Jayad Maliki Tabrizi, Ayatullah Hajj Syaikh
Abbas Qummi, Ayatullah Sayyid Abul al Qasim Dehkurdi Isfahani, Ayatullah Ali
Syahabi guru utama Khomeini dibidang tasawuf. Di kota Qum, Khomeini salah satu
murid yang berhasil belajar dengan baik. Kesukaannya membaca membuat Khomeini
menjadi orang yang kritis dan peka terhadap kondisi sosial yang ada disekelilingnya.

Karir Khomeini sebagai guru di kota Qum saat umurnya 27 tahun.”® Pelajaran
yang disampaikan kepada murid-muridnya adalah filsafat dan tasawuf. Pelajaran
filsafat diberikan kepada muridnya yang telah mempunyai kematangan intelektual
dan kedewasaan spiritual. Sedangkan pelajaran tasawuf hanya di berikan kepada
murid-muridnya secara privat dan hanya beberapa murid terpilih. Ayatullah Hasan
Ali Muntazari dan Ayatullah Muthahari pernah mendapatkan pelajaran tasawuf dari
Khomeini.

Dari kedua mata pelajaran yang diajarkan oleh Khomeini inilah ; Khomeini

menjadi salah satu guru yang masyhur di kota Qum. Karena Khomeini menguasai

 Didin Saefuddin. Biografi Intelektual 17 Tokoh ; Pemikiran Modern dan Postmodern
Islam, (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm. 114.

% Noor Arif Maulana, Revolusi Islam Iran hlm. 78. Lihat juga, Didin Saefuddin. Biografi
Intelektual 17 Tokoh hlm. 114.
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dan mengajarkan dengan metode yang baik dalam dua pelajaran tersebut. Bagi Ali
Khamenei, Khomeini adalah seorang faqih, ahli ushul, filosof, arif, guru etika,
sastrawan, yang semuanya menyatu dalam dirinya. Selain itu juga ia adalah seorang
pemikir yang bertakwa, seorang intelektual yang saleh, seorang negarawan-filosof,
seorang mukmin yang tercerahkan, seorang sufi yang berani dan waspada, seorang
yang adil, dan seorang mujahid yang tidak cinta diri.”’

Di usianya yang ke 30 tahun, Khomeini menikah dan dikaruniai dua orang
putra dan tiga putri. Putra pertama bernama Musthofa Khomeini dan menjadi tangan
kanan Khomeini meninggal secara misterius. Putra kedua bernama Ahmad
Khomeini”™® yang kemudian menggantikan posisi sang kakak dalam membantu
perjuangan sang ayah dan salah satu pendiri Republik Islam Iran. Salah satu putrinya
Zahra Mustafawi seorang doktor filsafat dan dosen di salah satu universitas di Iran.”

Khomeini salah satu mullah Iran yang kritis terhadap kondisi Iran dibawah
rezim Pahlevi. Kekritisan Khomeini terlihat dalam pidato dan tulisan-tulisannya yang
berkaitan dengan politik dan sejarah Islam. Sebagai orang yang vokal terhadap rezim
Pahlevi, Khomeini beberapa kali ditahan tanpa pengadilan dan diasingkan oleh rezim
Pahlevi ke Turki selama 11 bulan, kemudian di Najaf Iraq, dan terakhir di Neauphle-
le-Chateau Prancis. Selama dalam pengasingan tulisan dan pidato-pidato Khomeini

direkam dan sebarluaskan ke seluruh Iran. Pengasingan Khomeini di Prancis, menjadi

7 Ayatullah Ali Khamenei, “Pesan Rahbar Pada kelahiran Bapak Revolusi Islam, Imam
Khomeini”, Syi‘ar, edisi Rabi' al-Awwal 1425H, hlm. 6.

% Noor Arif Maulana, Revolusi Islam Iran, hlm . 78.
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sebuah catatan penting, karena di Prancis inilah, Khomeini menyusun strategi untuk
mengambil alih kekuasaan dari Reza Pahlevi.

Khomeini bersama dengan para mulldh, kelompok-kelompok nasionalis,
kelompok kiri dan rakyat Iran berhasil menggulingkan rezim Pahlevi dengan revolusi
yang terjadi tahun 11 Februari 1979.' Adanya revolusi ini sistem pemerintahan
monarki yang di gunakan Pahlevi dalam memimpin diganti dengan sistem Republik
Islam, dan Khomeini merupakan salah satu tokoh yang membidani berdirinya
republik islam dan sistem Wildyat Faqiih sebagai sistem pemerintahan di Iran.

Sebagai seorang Imam atau pemimpin, Khomeini sangat sederhana dalam
kesehariannya. Dalam penuturan Riza Sihbudi saat melakukan kunjungan ke Iran dan
melihat langsung rumah Khomeini, "Sewaktu saya ke Iran sempat melihat rumah
beliau (baca;Khomeini) di pinggir kota Qum, yang sangat sederhana sekali. Imam
Khomeini tak punya pemilikan pribadi kecuali buku-buku. Beberapa alat kecil untuk
keperluan hidup sehari-hari yang ada di rumahnya adalah istrinya".""’

Minggu terakhir dibulan Mei 1989 para dokter di rumah sakit Teheran bekerja
keras mengobati pemimpin besar revolusi Islam Iran yang mengalami pendarahan di
lambung, dengan ridlo Allah SWT, sang Imam berhasil menjalani operasi dengan

lancar. Hari Ahad 3 Juni 1989 M atau 29 Syawal 1409 H Allah SWT menghendaki

Ayatulah Khomeini untuk kembali kepada-Nya, seluruh rakyat Iran dan masyarakat

19 1bid., hlm . 139.

19T Riza Sihbudi, Kesederhanaan Imam Khomeini, hlm. 13.
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muslim se-dunia berkabung dengan kembalinya sang Pemimpin Besar Revolusi Islam

Iran yang di semayamkan di dekat pemakaman Behesyte Zahra selatan Teheran.'®?

b. Biografi Baron de Montesqueiu

Montesquieu lahir 19 Januari 1689 di Puri La Brede dekat Bordeaux,
bernama Charles-Louis de Secondet yang kemudian dikenal dengan Baron de
Montesqueiu. Monetsqueiu lahir dalam keluarga bangsawan di Bordeaux, kedua
kakeknya ketua parlemen di Bordeaux, jabatan ini kemudian diwarisi oleh pamannya
dan kemudian dijabat olehnya. Ayahnya Charles-Louis, Jacques de Secondet seorang
serdadu yang meninggal dunia militer pada umur 30 tahun dan menikahi Marie-
Francoise de Pensel seorang pewaris keluarga bangsawan yang sangat tua.

Tahun 1696 Marie-Francoise de Pensel meninggal saat melahirkan Jean-
Baptiste. Untuk mengenal ibunya, ayahnya membuat sebuah catatan kecil tentang
sifat-sifat ibunya sampai hal-hal kecil yang ada pada ibunya. Pada tiga tahun pertama
Montesquieu diasuh oleh keluarga penggiling gandum. Pada saat umur 11 tahun
Montesqueiu dikirim ke sekolah modern dan termashur di Juilly, yang dikelola oleh
Kongregasi Otaroium.'” Setalah belajar di Juilly, Montesqueiu melanjutkan belajar
hukum di Universitas Bordeaux dan menerima gelar pada tahun 1708, kemudian

pergi ke Paris memperdalam bidang studi hukum. Ada enam buku catatan besar yang

192 Noor Arif Maulana, Revolusi Islam Iran, hlm. 82.

'3 Judith N. Shklar, Montesquieu Penggagas Trias Politica, (Jakarta: Grafiti, 1996), him.2.
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penuh dengan tulisannya mengenai undang-undang Roma, Prancis, dan undang-
undang lokal, dan juga kasus-kasus yang terjadi di Paris.

Montesqueiu dengan disiplin keilmuan yang dimiliki dipersiapkan oleh
pamannya untuk mewarisi jabatan menjadi hakim tinggi di Bordeaux, karena
pamanya tidak mempunyai seorang putra yang hidup. Jabatan kenegaraan merupakan
sebuah kekayaan yang dapat di wariskan, dan berusaha untuk tetap menjadi milik
keluarga. Kondisi yang terjadi di Prancis khususnya di Bordeuax, banyak hakim baru
yang tidak mengetahui undang-undang. Karena universitas tidak menuntut ujian,
sementara tes kualifikasi yang dilakukan oleh parlemen tidak lebih dari sebuah
sandiwara. Syarat untuk menjadi hakim adalah berasal dari sebuah keluarga yang
baik, kaya dan beragama katolik.

Pada tahun 1713 Montesqueiu kembali ke Bordeaux untuk mengurus
kekayaan dan tanah miliknya. Dua tahun kemudian, tahun 1715 Montesqueiu
menikah dengan Jeanne de Lartigue penganut Kalvinisme yang taat. Setahun
kemudian setelah menikah pada tahun 1716 Montesqueiu mewarisi gelar sebagai
Baron de La Brede Montesqueiu, sejumlah kekayaan dan jabatan pamanya sebagai
President a Mortier di parlemen Bordeuax.'” Kantor yang dipimpin Montesqueiu
mempunyai tugas dalam hal administratif dalam pengadilan. Satu tahun kemudian dia

membawahi departement kriminal dalam parlemen, yang berfungsi sebagai pencatat

1% htt://plato.stanford.edu/entries/montesquieu/ diakses pada tanggal 4 Juli 2006.
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atau panitera dalam persidangan, mengawasi penjara dan menjalankan putusan
terhadap terdakwa.'®

Tahun 1721 Montesqueiu menerbitkan karya sastra dalam bentuk novel
berjudul The Persian Letters, novel yang menggambarkan kondisi Prancis waktu itu
mengangkat namannya. Surat yang ada dalam The Parsian Letters terdiri dari 23
surat pertama tentang perjalanan dari Ishfahan ke Paris yang dimulai 19 Maret 1711
sampai 4 Mei 1712. Kemudian surat ke 24 sampai 147 menggambarkan tentang
sekitar kehidupan Louis XIV yang terbagi menjadi tiga bagian : a) 69 surat mulai Mei
1692 sampai September 1715, b) 54 surat, mulai September 1715 sampai November
1720, ¢) 14 surat terakhir merupakan puncak tragedi.'®

Setelah menerbitkan novel The Persian Letters Montesqueiu menulis buku
Dialogue de Sylla et d'Eucrate dan Reflexions sur la monarchie universelle yang
terbit pada tahun 1724 dan Le temple de Gnide yang terbit tahun 1725.

Selain menjabat sebagai President a Mortier di parlemen Montesqueiu juga
aktif di Akademi Bordeaux. Di akademi Bordeaux Montesqueiu terpilih sebagai
direktur akademi selama empat periode. Sebagai intelektual Montesqeuiu mempunyai
ambisi yang sangat besar dalam keilmuan, ambisinya terhadap akademi adalah agar

. A . . . 1
akademi menangani sejarah alami dunia kuno dan modern. '’

195 1pid.

1% Montesqueiu, Surat-Surat dari Persia, terj.Okkie Zaimar dan Kooshendrati Hutapea
(Jakarta : Dian Rakyat, 1992),, hlm. 3.

"7 Judith N. Shklar, Montesquieu, him. 13.
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Selain menekuni studi di bidang hukum, Montesqueiu juga mempunyai
perhatian terhadap ilmu biologi, sastra, sejarah dan beberapa ilmu lainnya. Dalam
keilmuan yang dimiliki oleh Montesqueiu, Montesqueiu cukup diperhitungkan oleh
para ilmuwan Prancis waktu itu. Hal ini terlihat saat Buffon diminta untuk menunjuk
ilmuwan yang akan menduduki jabatan profesional di Akademi des Sciences Paris,
Montesqueiu terpilih bersama dengan Bacon, Newton, Liebniz, dan Buffon sendiri.'®

Setelah terpilih menjadi anggota akademi di Paris pada tahun 1726 ia menjual
kantornya di parlemen Bordeaux dan menetap di Paris. Di Paris ia sangat menikmati
kehidupannya sebagai intelektual dan sastrawan yang terkenal. Di Paris inilah
karyanya The Spirit of the Laws di kerjakan.

Tahun 1728 Montesqueiu melakukan perjalanan keliling Eropa, negara yang
dikunjunginya antara lain ; Inggris, Austria, Italia, Jerman, Switzerland, Belanda,
Hongaria. Di Inggris ia berkunjung ke tempat sahabatnya Pangeran Lord Waldegrave.
Kemudian berkunjung ke Italia, ia disambut oleh Cardinal de Polignac dan Benedeict
XIII. Di Italia Montesqueiu sangat kagum dengan karya seni yang ada di sana dan
tertarik dengan sejarawan dan ahli hukum Italia yang mengajarkan banyak hal tentang
sejarah Roma.

Perjalanannya keliling Eropa di akhiri di Inggris, dan menetap dua tahun
sampai tahun 1731. Di Inggris ia menulis tentang sejarah kemerdekaan Inggris, dan

apa yang ia temukan jauh melebihi pengharapannya. Selain itu ia juga aktif dalam

'% Masuknya Montesqueiu dalam Akademi des Sciences tidak disetujui oleh raja Prancis,
dengan alasan raja telah dikritik oleh Montesqueiu dalam The Persian Letters.
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menghadiri beberapa perdebatan di Parlemen dan menjalin persahabatan dengan para
ilmuwan dan penulis yang tergabung dalam Freemason di London. Tahun 1731 ia
terpilih menjadi anggota lembaga kerajaan, dalam lembaga ini ia tertarik dengan
Martin Folkes seorang pemikir dan sekretaris lembaga ini. Selama perjalanannya
keliling Eropa, Montesqueiu mencatat apa yang ia dengar dan ia lihat.

Selama di Inggris, Montesqueiu terkesima dengan kebebasan politik dan
intelektual yang ada, hal ini berpengaruh dalam perjalanan intelektualnya dikemudian
hari bahwa kemerdekaan politik merupakan kemungkinan praktis terbuka dengan satu
cara untuk seluruh negara Eropa modern.'”

Di tahun 1748 Montesqueiu menerbitkan karya monumentalnya The Spirit of
the Laws yang ia kerjakan selama dua puluh tahun, dan mendapat sambutan yang
sangat sukses di Prancis dan seluruh Eropa.

Sebelum meninggal tahun 1750 Montesqueiu telah menyiapkan revisi The
Spirit of the Laws dan menulis sebuah komentar tentang dirinya sebagai usaha
pembelaan diri dari serangan para Yesuit dan kaum Jansenit. Tuduhan yang
dialamatkan ke Montesqueiu, bahwa ia seorang penganut paham Spinozisme dan
paham ketidaksetiaan dan memperlakukan masalah moral en anatomiste.

Empat tahun kemudian 1754 Montesqueiu melakukan penambahan sebelas
surat untuk The Parsian Letter. Sebagai sosok intelektual Montesqueiu banyak

melakukan persahabatan dengan para intelektual yang ada di Eropa khususnya di

19 1bid., him. 30.
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Inggris, antara lain ; d’Alembert, Jaucourt tokoh yang banyak mempopulerkan
pemikiran Montesquieu dan beberapa intelektual lainnya.

Tahun 1755 adalah tahun terakhir baginya, dengan menderita influenza
selama dua minggu dan ia menyadari bahwa ia akan meninggal dunia. Ia menyatakan
“Saat ini tidaklah mengerikan seperti yang dipikirkan orang”.'"® Tepat tanggal 10
Februarai 1755 Montesqueiu meninggal dunia, ia dikelilingi sejumlah temannya dari
kalangan bangsawan Paris. Diderot merupakan satu-satunya cendekiawan yang
menghadiri pemakamannya di pemakaman Gereja St Sulpice Paris. Dalam rangka
memperingati meninggalnya Montesqueiu, beberapa lembaga menyelenggarakan
upacara peringatan, antara lain : The French Academy, The Prussian Academy, dan
The British Royal Society. The London Evening Post menyatakan berkenaan dengan
meninggalnya Montesqueiu, ‘“Penyesalan atas kematiannya sebagai seorang sahabat

bagi umat manusia“.

2. Bentuk Pemerintahan dan Pembagian Kekuasaan
Sebagaimana yang telah digambarkan diatas tentang “komposisi”
pemerintahan dari kedua negarawan. Dapat kita lihat dari keduanya mempunyai
kesamaan, yakni tidak sepakat terhadap adanya kekuasaan tunggal dalam
pemerintahan. Sejarah telah banyak menunjukkan bagaimana kekuasaan tunggal
dalam pemerintahan tidak banyak membawa kesejahteraan, keadilan, kebebasan bagi

warga negaranya.

10 1pid., him. 32.
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Montesqueiu seorang bangsawan di Bordeaux yang mempunyai jabatan di
parlemen bagaian President a Mortier yang mempunyai fungsi administratif dalam
pengadilan sangat memahami pentingnya pemisahan kekuasaan khususnya yudikatif.
Tahun 1748 Montesqueiu menerbitkan L’Esprit des Lois (The Spirit of the Laws),
yang berisi tentang peran hukum dalam kehidupan bernegara khsususnya sistem
pemerintahan dengan pemisahan kekuasaan raja sebagai penguasa, agar terjaminnya
hak warga negara.''' Konsep pemisahan kekuasaan ini pengembangan dari gagasan
Trias Politika John Locke seorang filsuf Inggris.

Menurut Montesqueiu, tugas atau fungsi dari legislatif, eksekutif dan
yudikatif harus terpisah satu dengan lainnya. Khususnya yudikatif harus bebas atau
independen dari dua kekuasaan lain, hal ini letak dari kebebasan, kemerdekaan dan
jaminan hak-hak asasi manusia.'"?

Pembagian atau pemisahan kekuasaan ada dua macam, yakni pemisahan
secara material dan formal. Ahli konstitusi sir Ivor Jennings, menjelaskan bahwa
pemisahan kekuasaan material adalah pembagian kekuasaan yang dipertahankan
dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan. Sedangkan pemisahan kekuasaan secara

formal adalah pembagian kekuasaan yang tidak dipertahankan secara tegas.'"

" Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2003) Cet XXIV., hlm
152.
"2 Ibid, him 152.

3 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Ilmu Negara, (Jakarta : PT Prandya Paramita,
2001) hlm 144.
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Bentuk pemerintahan yang digagas oleh Montesquieu adalah pemerintahan
rakyat.'"* Pemerintahan rakyat yang dimaksudkan Montesquieu adalah pemerintahan
demokratis, dimana rakyat melalui wakil-wakil rakyat di parlemen membuat undang-
undang yang tujuannya untuk kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat. Bentuk
pemerintahan ini adalah pemerintahan republik, dimana rakyat mempunyai peran
langsung maupun tidak langsung dalam pemerintahan (baca; negara).

Bentuk pemerintahan yang digagas oleh Montesquieu lebih dekat sistem
pemerintahan parlementer dari pada pemerintahan presidential atau referendum.
Namun, tidak menutup kemungkinan dalam Trias Politica Mintesquieu menggunakan
sistem pemerintahan presidential atau referendum.

Menurut Montesqueiu, pemerintahan demokrasi lebih baik dibandingkan
dengan pemerintahan monarki dan aristokrasi. Hal ini terlepas dari kelebihan dan
kekurangan dari tiga sistem pemerintahan tersebut. Dalam pemerintahan demokrasi
setiap orang mempunyai kesadaran untuk tunduk kepada hukum yang belaku,
berbeda dengan pemerintahan monarki, raja cenderung tidak mampu melaksanakan
hukum dan pemerintahan aritokrasi, pemebuatan dan pelaksanaan hukum di

sesuaikan dengan kehendak para aritrokrat yang berkuasa.'"

"4 Bab I1., The Spirit of Law.

"> Bab VL., The Spirit of Law.
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Islam tidak mengenal pemerintahan yang bersifat tirani dan absolut dalam
kekuasaan negara.''® Sama dengan Montesqueiu, Khomeini menekankan pada
perlindungan hak, kebebasan dan kemerdekaan warga negara yang telah ditetapkan
oleh hukum (al-Qur’an- as-Sunnah). Pada pasal 57 Undang-Undang Republik Islam
Iran (RII) menyatakan : ““ Tiga kekuasaaan dalam RII adalah kekuasaan legislatif,
eksekutif dan yudikatif....... » "7 Dari ketiga kekuasaan ini melaksanakan tugas
kenegaraan secara independen dan presiden selain memimpin eksekutif juga menjadi
penghubung diantara ketiganya. Ketiga kekuasaan ini di awasi oleh wilayah al-amr.

Khomeini menjelaskan bahwa wildyah fagih bukan pemerintahan monarki

juga bukan pemerintahan absolut tetapi sebuah pemerintahan konstitutional.''®

Yang
dimaksud kontitutional adalah pemimpin adalah subjek dari kondisi-kondisi tertentu
yang berlaku dalam kegiatan memerintah dan mengatur negara. Kondisi-kondisi
tersebut adalah kondisi yang telah dinyatakan dalam al-Qur’an dan Sunah Nabi
SAW.'""” Namun, komposisi yang ada dalam wildyah faqih tidak dapat digolongkan
dalam sistem pemerintahan yang selama ini dikenal. Karena dalam Wildyah Faqih

pucuk pimpinan negara tidak pada presiden, perdana menteri atau raja, tetapi ada

pada seorang ulama atau Ayatullah yang dipilih oleh majlis. Jabatan Ayatullah yang

16 al-Imam  al-Mujahid al-Sayyid Ruhullah al-Khomeini, al Hukiimat al Isldmiyah, hlm 41.

17 pasal 57.
18

al-Imam al-Mujahid al-Sayyid Ruhullah al-Khomeini, al Hukiimat al Islamiyah,hlm. 41.

"9 1pid., him.41.
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menjabat sebagai pemimpin tertinggi tidak dapat di wariskan - sebagaimana dalam
negara monarki - atau diserahkan langsung kepada orang lain.

Walaupun dalam sistem ini adanya pemimpin tertinggi tidak membuat hak,
kebebasan dan kemerdekaan rakyat terbelenggu, rakyat dapat ikut berperan dalam
perjalanan pemerintahan melalui parlemen dengan memilih wakilnya dalam

pemilihan umum.

3. Supremasi Hukum

Manusia sebagai individu mempunyai hak, kebebasan dan kemerdekaan.
Adanya hak, kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap individu, maka,
memerlukan sebuah aturan yang mengatur agar antara hak, kebebasan dan
kemerdekaan yang dimiliki oleh masing-masing individu tidak melanggar hak,
kebebasan dan kemerdekaan orang lain.

Kebutuhan akan norma atau hukum dalam kehidupan mempunyai posisi
yang sangat signifikan dan penting. Karena hukum mempunyai fungsi untuk
membentuk dan menata kehidupan dalam masyarakat.

Dalam kehidupan negara, hukum memupunyai fungsi sama dalam
kehidupan masyarakat. Dalam negara modern, hukum (baca; konstitusi) mempunyai
peran yang sangat penting, karena dalam konstitusi inilah arah perjalanan dan tujuan
negara dirumuskan dan ditetapkan. Selain itu konstitusi juga berfungsi untuk
melindungi hak, kebebasan dan kemerdekaan warga negara. Pengertian konstitusi

bagi beberapa ahli berbeda dalam mendefinisikan. Namun CF. Strong, James Bryace,
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dan Henc Marseveen sama dalam - hal esensi - memberikan definisi konstitusi,
bahwa konstitusi merupakan ketentuan yang memberikan pengaturan dan
menentukan fungsi bagi lembaga-lembaga negara agar tidak terjadi pelanggaran
HAM.'® Namun sebagian sarjana politik menyamakan antara konstitusi dengan
Undang-Undang Dasar. 121

Konstitusi menjadi ciri negara modern, hal ini karena ada dua hal yang
esensial berkenaan dengan ide konstitusionalisme dalam negara. Pertama, konsep
“negara hukum” (atau di negeri-negeri yang terpengaruh oleh hukum Anglo Saxon
disebut rule of law) yang menyatakan bahwa kewibawaan hukum secara universal
mengatasi kekuasaan negara, dan sehubungan dengan itu hukum akan mengontrol
politik (dan tidak sebaliknya). Kedua, hak-hak sipil warga negara dijamin oleh
konstitusi dan kekuasaan negara pun akan dibatasi oleh konstitusi.'**

Montesqueiu memposisikan hukum sebagai “panglima” dalam negara. Hal
ini untuk menghindari absolutisme kekuasaan raja pada saat itu. Hukum dalam arti

yang paling umum ialah hubungan yang diperlukan dan yang timbul sebagai akibat

dari sifat alaminya.'” Sebagaimana yang tercatat dalam bukunya The Spirit of the

120 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta :
LP3ES, 2006) hlm, 158.

12l Sebagaimana yang terjadi di Indonesia konstitusi disamakan dengan Undang-Undang
Dasar. Lihat Ni’matul Huda, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, (Jogjakarta : UII
Press, 2007) hlm, 9-11.

"2 Ibid, hlm 25.

' Judith N. Shklar, Montesquieu, hlm 107.
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Laws, hukum harus berkaitan dengan hakikat dan prinsip pemerintahan.'** Selain itu,
hukum juga mengatur sejauh mana kebebasan yang dimiliki oleh rakyat, adat istiadat
dll dalam Undang-Undang.

Montesqueiu memberi peringatan bagi pembuat Undang-Undang, mereka
harus memahami hukum sebagai bagian dari suatu kesatuan sosial utuh yang mereka
atur, dan disamping itu sebagai suatu alat pemerintahan yang hati-hati.'* Peringatan
ini berdasarkan dari pengalaman Montesqueiu, saat mengikuti sidang di parlemen
Inggris membuat undang-undang, sebagai suatu pekerjaan yang berlangsung terus
menerus, bukan pekerjaan penemuan yang sekali jadi.'*

Perkembangan ilmu hukum pasca feodalisme dan multiagama di Eropa
menuntut adanya pemisahan tindakan pribadi dari tindakan publik. Dalam hukum
publik hanya mengatur masalah publik dan membuat peraturan-peraturan legal untuk
melindungi. Dalam undang-undang yang mengatur mengenai struktur dan kekuasaan
pemerintah harus dipisahkan dari hukum perdata dan pidana yang berlaku bagi semua
orang. Penguasa tidak boleh dibiarkan memperlakukan jawatan-jawatan sebagai hak

milik. Begitu pula dengan paham feodalisme yang menggabungkan antara otoritas

pribadi dengan otoritas publik dalam kewenagan negara.'”’

124 Bab L., The Spirit of Laws.
12 Judith N. Shklar, Montesquieu hlm 106.
126 Ibid, hlm 108.

2" Bab XXVL., The Spirit of Laws.
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Dalam pelaksanaan hukum, Montesqueiu mendahulukan rasa kemanusiaan
daripada kewarganegaraan. Selain itu, hukum harus ditempatkan pada lingkup-
lingkup yang wajar sehingga hukum tidak terlalu berat atau tidak pasti. Keadilan dan
hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, dimana satu memberikan makna
kepada yang lainnya. Adapun hal yang terpenting untuk diketahui adalah bahwa
masyarakat tidak dapat bertahan tanpa adanya hukum.'?®

Lembaga peradilan atau yudikatif sebagai lembaga yang menjamin hak,
kebebasan dan kemerdekaan warga negara haruslah independen dari dua kekuasaan
lainnya. Apabila lembaga peradilan digabungkan dalam legislatif, maka, kebebasan
warga negara akan hilang dan akan terjadi kesewenang-wenangan, karena hakim akan
menjadi pembuat hukum. Begitu juga, apabila lembaga peradilan digabung dengan
eksekutif, maka hakim dapat memiliki kekuasaan menindas.'”

Sebagai arsitek negara Syi’ah modern (Iran), Khomeini menempatkan
konstitusi atau hukum sebagai landasan dan rujukan sikap (baca; konstitusi) negara.
Konstitusi atau hukum yang ada (di Iran) berlandaskan sebuah ajaran dan doktrin
mazhab Syi’ah Itsnd’ Asy’ariyyah yang menempatkan firman Tuhan (baca; al-
Qur’an) sebagai sumber hukum dan konstitusi negara. Pengertian konstitusi menurut

Khomeini adalah hukum-hukum yang ada dalam al-Qur’an dan as-Sunnah Nabi

28 Judith N. Shklar, Montesquieu him 110.
' Diane Revitch & Abigail Therstrom (ed), Demokrasi Klasik dan Modern, (Jakarta :
Yayasan Obor Indonesia, 2005) hlm 82.
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Muhammad SAW yang berkaitan dengan kegiatan memerintah dan mengatur
negara.'’

Sebagai negara yang menempatkan Islam sebagai ideologi negara,
Khomeini menyatakan bahwa Islam memandang hukum sebagai alat untuk
menegakkan keadilan di masyarakat. Selain untuk menegakkan keadilan masyarakat,
juga untuk menjaga moral spiritual masyarakat."'

Bagi Khomeini dalam pemerintahan Islam sama dengan pemerintahan
hukum atau pemerintahan Hukum Allah atas manusia,'””> hukum yang diketahui

bukan hanya hukum agama saja tetapi juga hukum positif.'*

Hal ini menunjukkan
bahwa fugaha dalam memimpin negara meneruskan fungsi kenabian (dalam Islam).
Karena tugas penting para nabi adalah menegakkan tatanan masyarakat yang adil
melalui pelaksanaan aturan dan hukum-hukum."**

Selain hukum yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat fital dalam
kehidupan masyarakat Islam. Juga dipengaruhi bagaimana peran penguasa atau

hakim dalam menjaga hukum agar tetap menjadi landasan dalam kehidupan

masyarakat. Fagih bagi Khomeini mempunyai tugas dan fungsi menjaga dan

B0 al-Imam al-Mujahid al-Sayyid Ruhullah al-Khomeini, al Hukiimat al Islamiyah, hlm 41.

BY Ibid, him, 72.

EZ Ayatulah Ruhullah Khomeini, Sebuah Pandangan Tentang Pemerintahan Islam, dalam
Salim Azzam, Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam, (Bandung: Mizan, 1983), hilm 128.

133 Ibid, hlm, 81.

B34 Ibid, hlm 79.
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mengimplementasikan hukum dalam kehidupan riil masyarakat. Sebagaimana yang
telah dijelaskan, seorang faqih atau pemimpin negara haruslah orang yang
mempunyai komitmen terhadap keadilan dan ahli hukum. Imam Ridha as mengatakan
bahwa adanya faqih agar memperhatikan batas-batas dalam hukum Islam dan tidak
melanggarnya agar terhindar dari kerusakan.'” Sayyidah Fatimah az-Zahra as juga
menyatakan *“ Imamah bertujuan untuk menjaga tatanan kaum muslim dan mengubah
perpecahan diantara mereka menjadi persatuan.'*

Dari gambaran diatas dapat kita lihat bahwa kedua negarawan memandang
bahwa hukum merupakan elemen yang sangat penting dalam mengatur kehidupan
masyarakat dalam bernegara baik kepentingan yang bersifat publik dan maupun
privat. Hanya saja sumber hukum yang mereka anut berbeda, Khomeini
menggunakan landasan hukum agama (baca;syariat Islam) sedangkan Montesqueiu
menggunakan hukum yang berasal dari kondisi lingkungan atau adat istiadat dimana
masyarakat itu berada. Walaupun demikian, bukan berarti Montesqueiu anti terhadap
hukum agama, karena agama memberikan ikatan terhadap penganutnya dan

mengajarkan tentang moralitas.'*’

135 al-Imam al-Mujahid al-Sayyid Ruhullah al-Khomeini, al Hukimat al Islamiyah,. him 37.
13 Ibid, hlm 35.

17 Bab XXIV, The Sipirit of the Laws.
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4. Posisi Rakyat dalam Trias Politica dan Wilayah Faqih

Rakyat dalam struktur negara merupakan elemen yang sangat penting.
Karena tidak dapat disebut sebuah negara apabila tidak ada rakyat. Setelah adanya
rakyat, kemudian syarat untuk menjadi sebuah negara adalah wilayah dan
pemerintah. Sejak kapan rakyat menjadi bagian dari negara ? jawaban dari pertanyaan
ini sudah banyak pemikir yang menjawabnya. Salah satunya adalah John Locke yang
menyatakan bahwa rakyat berkumpul membentuk sebuah masyarakat dengan
kesepakatan-kesepakatan individu untuk membuat satu badan dengan kehendak dan
ketetapan mayoritas.">®

Jean Jacques Rousseau menyatakan, bahwa dalam alam yang bebas ada
sebuah kekacauan yang memerlukan jaminan atas keselamatan jiwa. Maka anggota
masyarakat mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut mencari bentuk
kesatuan untuk membela dan melindungi kekuasaan bersama, disamping kekuasaan
pribadi setiap orang. Walaupun demikian masing-masing orang tetap mematuhi
dirinya sendiri, sehingga orang tetap bebas dan merdeka seperti sedia kala.'*’

Dengan membuat kesepakatan atau perjanjian bersama untuk menjaga jiwa,

hak dan kebebasan yang diwakilkan kepada penyelenggara negara. Penyelenggara

atau penguasa tidak boleh satu orang. Apabila penguasa satu orang, maka akan terjadi

%8 John Locke, Kuasa Itu Milik Rakyat Esai Mengenal Asal Mula Sesungguhnya, Ruang
Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil terj: A.Widyamartaya (Yogyakarta : Kanisius, 2002)
hlm 82.

1% Soehino, Ilmu Negara, cet. I (Yogyakarta: Liberty, 2000) hlm 119,
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penindasan tidak adanya penghormatan terhadap hak dan kebebasan anggota
masayarakat.

Trias Politica sebuah gagasan bentuk pemerintahan memberikan ruang
kepada masyarakat (bac;rakyat) untuk ikut berpartisipasi dalam negara melalui
legislatif. Legislatif merupakan lembaga rakyat yang melakukan kontrol terhadap
kekuasaan raja yang tunggal. Kontrol yang dimaksud disini, legislatif sebagai
representasi rakyat dalam pemerintahan dengan membuat undang-undang untuk
kesejahteraan, menjamin hak, kebebasan dan kemerdekaan warga negara.
Montesquieu menyatakan dalam bukunya The Spirit of the Laws bahwa “rakyat
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi wajib mengatur segala sesuatu yang berada
dalam lingkup kekuasaannya.'** Sebagaimana prinsip Aristoteles bahwa keputusan
orang banyak lebih baik dari pada keputusan individu atau sedikit orang.'"'

Kemudian eksekutif atau raja melaksanakan kehendak melalui undang-
undang yang telah di buat oleh legislatif. Apabila ada kecurangan atau pelanggaran
terhadap undang-undang yang telah dibuat, maka peran yudikatiflah yang
memutuskan perkara pelanggaran tersebut.

Bentuk pemerintahan merupakan hal yang menentukan, apakah rakyat
mempunyai peran dalam penyelenggaraan pemerintahan atau tidak ?. Ada tiga bentuk

pemerintahan menurut Montesqueiu, republik, monarki dan despotis. Republik ialah

140°Bab II, The Spirit of the Laws.

"' Henry J Schmandt, Filsafat Politik; Kajian Historis dari zaman Yunani kuno sampai
zaman Modern, cet. Il (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm 227.
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pemerintahan dimana rakyat atau sebagian rakyat memiliki kekuasaan tertinggi.
Monarki ialah pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang berdsarkan hukum-
hukum dasar, dan despotic ialah pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang dengan
sewenang-wenang.'**

Dari ketiga bentuk pemerintahan diatas, Montesqueiu lebih memilih bentuk
pemerintahan republik daripada monarki dan despotic. Karena dalam pemerintahan
republik rakyat mempunyai peran langsung dalam pemerintahan. Dengan
menempatkan lembaga rakyat sebagai kekuasaan tertinggi — disebut juga dengan
demokrasi- menunjukkan bahwa rakyatlah yang berdaulat dalam negara dan hal-hal
lain harus tunduk'*® kepada rakyat.

Dalam sebuah negara besar, peran rakyat dalam lembaga legislatif tidak bisa
langsung dilakukan oleh rakyat sebagaimana yang terjadi di negara kota Athena. Di
Athena rakyat melakukan pertemuan-pertemuan untuk memberikan pendapat dan

pertimbangan kepada penyelenggara negara secara langsung.'**

Untuk negara yang
penduduknya banyak dan daerahnya yang luas, rakyat diwakili oleh wakil-wakil

rakyat untuk duduk di legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan

142 Bab 11, The Spirit of the Laws.
' Ibid,

' Henry J Schmandt, Filsafat Politik; Kajian Historis dari zaman Yunani kuno sampai
zaman Modern, cet. 11 (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm 38.
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umum.'® Sistem perwakilan dalam pandangan Montesqueiu menempati jenjang
kedua terbaik.'*°

Wakil rakyat di legislatif harus menyuarakan “kehendak umum” rakyat.
Para wakil rakyat ini bukan sebagai pemimpin atau wali dari rakyat, tetapi hanya
sebagai juru bicara rakyat di pemerintahan.'*’

Wilayah fagith yang menjadi sistem dan bentuk pemerintahan negara Syi’ah
modern juga memberikan ruang bagi rakyat ikut Dberpartisipasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan langsung dalam pemilihan fagih yang
telah menenuhi syarat, presiden dan anggota Majles-e-Shura-e-Islami sebagai
perlemen rakyat yang berjumlah 270 anggota menjadi bukti bahwa rakyat
mempunyai peran dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan.

Pemilihan wakil yang ada di parlemen atau legislatif dalam pandangan
Mehdi Hadavi, menggunakan teori kepemilikan bersama terhadap negara. Dengan
kepemilikan bersama terhadap negara, hal ini mendorong individu untuk mewakili
masyarakat guna membaktikan diri demi kedamaian kehidupan bersama.'*®

Menurut Khomeini, pemerintahan wildyah faqih adalah pemerintahan
rakyat, tetapi sumber hukum dan kedaulatan tetap berpegang pada Tuhan.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Khomeini dalam pidatonya :

145 Bab I, The Spirit of the Laws.
146 Bab XIX, The Spirit of the Laws.
"7 Judith N. Shklar, Montesquieu hlm 134.

%8 Mehdi Hadavi Tehrani, Negara Ilahiah, hlm 71.
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“Wali faqih adalah seorang individu yang memiliki moralitas (akhlak),
patriotisme, pengetahuan dan kompetensi yang telah diakui oleh rakyat. Rakyatlah
yang memilih figur mana yang memenuhi kriteria semacam itu. Rakyat sendirilah,
sekali lagi, yang mengelola urusan-urusan administrasi dan bidang-bidang kerja serta
urusan lain dalam pemerintahan mereka. Rakyat berhak memilih sendiri presiden
mereka, dan sudah semestinya demikian, sesuai dengan hak asasi manusia, Anda
semua rakyat, harus menentukan nasib anda sendiri. Majlis (parlemen Iran)
menempatkan posisi tertinggi diatas semua institusi yang lain, dan majlis ini tidak
lain merupakan pelembagaan kehendak rakyat.«'*

Pemerintahan Islam a la Wilayah Faqgih bukan pemerintahan monarki atau
pemerintahan tirani yang memerintah dengan sewenang-wenang atas kehidupan
warga negalralnya.15 0 Posisi rakyat mempunyai peran penting sebagaimana yang telah
dijelaskan, melalui pemilihan faqih yang telah memenuhi syarat secara langsung,
begitu juga dengan anggota Majles-e-Shura-e-Islami. Untuk pemilihan faqih yang
nantinya sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan, rakyat memilih sesuai

pilihannya dalam pemilihan umum,"”!

Majles-e-Khubregan atau Majlis Ahli, memilih
dan menetapkan pemimpin tertinggi.
Seperti halnya dengan konsep kepemilikan bersama terhadap negara. Maka,

para anggota ini mendorong individu-individu untuk mewakili seseorang atau

kelompok untuk membaktikan dirinya demi menjamin kedamaian hidup bersama di

19 Noor Arif Maulana, Revolusi Islam Iran hlm 92-93.

150

dan 43.

al-Imam al-Mujahid al-Sayyid Ruhullah al-Khomeini, al Hukiimat al Isldmiyah, hlm 41

'>I' Mehdi Hadavi Tehrani, Negara Ilahiah hlm 69.
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tempat tinggal mereka. Apabila para individu-individu tersebut tidak sepakat dalam

satu hal, maka jalan kelaurnya adalah dengan menggunakan pandangan mayoritas.'>

152 Ibid., him 70-71.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari gambaran serta pengkajian penulis tentang konsep kedaulatan rakyat
dalam Trias Politica- Montesqueiu dan Wilayah Faqih-Khomeini pada bab-bab

sebelumnya. Ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan :

1. Konsep Khomeini dan Montesqueiu tentang Kedaulatan Rakyat :

Konsep Khomeini tentang kedaulatan rakyat dapat dilihat dari sistem
pemerintahan yang ada di Iran saat ini. Undang-Undang Dasar yang disusun setelah
Revolusi Islam Iran yang kemudian disahkan Khomeini sebagai pemimpin tertinggi
Republik Islam Iran (RII) waktu itu. Dalam Undang-Undang Dasar RII pasal 62
menunjukkan konsep syura digunakan dalam sistem wildyah faqih. Anggota syura
atau majlis dipilih langsung oleh rakyat sebagai wakil di pemerintahan. Konsep syura
yang dilembagakan dalam majlis menggunakan persetujuan suara mayoritas.
Sebagaimana dalam dalam pidotonya :

(3

...... rakyat sendirilah, sekali lagi, yang harus mengelola urusan-urusan
administrasi dan bidang-bidang kerja serta urusan-urusan lain dalam pemerintahan
mereka. Rakyat berhak memilih sendiri presiden mereka, dan memang sudah
semestinya demikian, sesuai dengan hak asasi manusia, anda semua, rakyat, harus
menentukan nasib anda sendiri. Majlis (legislatif-penj) menempatkan posisi tertinggi
di atas semua institusi yang lain, dan majlis ini tidak lain pelembagaan kehendak
rakyat”.
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Walaupun, kedaulatan nasional yang dianut adalah kedaulatan Tuhan dan
sistem pemerintahan menggunakan sistem wildyah faqih, pemerintahan yang ada di
Iran merupakan pemerintahan rakyat.

Jaminan terhadap hak-hak sebagai warga negara di jamin oleh Undang-
Undang Dasar, tidak ada hak istimewa terhadap warga negara etnis atau kelompok
tertentu, dan tidak ada alasan untuk mendapatkan hak istimewa sebagai warga negara.

Demokrasi dan sistem pemerintahan republik menjadi pilihan Montesqueiu
dalam mengagas sebuah pemerintahan yang baik untuk rakyat. Dengan tidak
meninggalkan Undang-Undang Dasar sebagai pengatur kekuasaan dan kebebasan dan
kemerdekaan rakyat.

Adanya kebebasan — politik warga negara - dan kemerdekaan menjadi
landasan bagi Montesqueiui untuk melihat, apakah pemerintah yanga ada
memberikan ruang bagi rakyat untuk melakukan apapun yang mereka kehendaki,
baik dalam ruang pribadi maupun ruang publik. Maka, dibutuhkan ruang bagi rakyat
untuk berperan dalam pemerintahan, agar hak-hak, kebebasan, kemerdekaan mereka
tidak di belenggu oleh penguasa. Dan kekuasaan yang ada harus dipisahkan antara
satu dengan yang lain.

Merujuk asas demokrasi pada sistem pemerintahan kota yang ada di Yunani
kuno dan perlemen di Inggris. Montesqueiu menggagas lembaga legislatif — adanya
lembaga ini Montesquieu mengadopsi dari trias politica John Locke — sebagai solusi
bagi rakyat untuk berperan dalam pemerintahan, dengan menggunakan sistem wakil

untuk duduk di legislatif.
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Selain itu juga adanya jaminan atas kebebasan dan kemerdekaan tidak
hanya terciptanya legislatif, tetapi juga pelaksanaan hukum oleh yudikatif atau
pengadilan secara independen salah satu kunci kebebasan dan kemerdekaan rakyat

agar tidak di belenggu oleh penguasa.

2. Persamaan pemikiran Montesqueiu dan Khomeini
a. Montesquieu dan Khomeini menempatkan hukum sebagai
panglima”. Dalam era saat ini sering disebut dengan supremasi
hukum. Karena penegakkan hukum yang ada dalam negara sangat
berpengaruh pada jaminan terhadap hak, kebebasan dan
kemerdekaan warga negara.

b. Adanya pemisahan kekuasaan dalam kekuasaan negara dalam Trias
Politica dan wilayah faqih. Hal ini terlihat dengan adanya legisltaif,
eksekutif dan yudikatif.

c. Bentuk pemerintahan demokrasi dan republik sebagai bentuk negara
menjadi pilihan dari Montesqueiu dan Khomeini. Hal ini terlihat
adanya pemilihan umum dan perwakilan rakyat di legislatif.
Walaupun dalam wildyah faqih menggunakan ideologi Islam dan

sumber kekuasaan dari Allah swt tetap memberikan ruang bagi

rakyat untuk berpartisipasi.
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d. Montesqueiu dan Khomeini hidup dibawah berada dalam rezim
monarki yang tidak memperhatikan kondisi warga negara dengan

melanggar hak-hak, kebebasan dan kemerdekaan warga negara.

3. Perbedaan pemikiran Montesqueiu dan Khomeini

a. Montesqueiu dan Khomeini hidup zaman yang berbeda. Hal ini
mempengaruhi pemikiran dari keduanya. Montesqueiu hidup disaat
Eropa mengalami pencerahan yang ditandai runtuhnya kekuasaan
geraja terhadap negara, selain itu perkembangan ilmu pengertahuan
termasuk pengetahaun tentang hukum berkembang pesat di Eropa —
sebelum revolusi Prancis. Sedangkan Khomeini hidup dalam
lingkungan religius yang taat dibawah rezim Pahlevi yang despotic.

b. Montesqueiu dalam menggagas trias politica diawali atau didasari
dengan mempelajari berbagai hukum-hukum negara yang ada di
Eropa dan hukum-hukum kuno khususnya hukum Romawi.
Sedangkan Khomeini menggagas wildyah fagih didasari doktrin
Syi’ah Itsnd’ Asy’ariyyah.

c. Sumber kekuasaan penguasa menurut Montesqueiu berasal dari
rakyat. Sedangkan menurut Khomeini, kekuasaan penguasa berasal
dari Allah SWT yang memilih seseorang — faqih - tersebut untuk

menjadi pemimpin negara.
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d. Montesqueiu tidak mewujudkan konsepnya dalam “dunia nyata”
atau negara, hanya konsep Montesqueiu menjadi inspirasi pendiri
Amerika Serikat untuk wujudkan gagasnnya dalam negara.
Khomeini mewujudkan konsep dalam negara sekaligus memimpin
langsung negara yang di idealkan untuk beberapa tahun.

e. Khomeini menempatkan faqih sebagai pemimpin tertinggi dalam
pemerintahan wildyah faqih, sebagai wakil dari imam kedua belas —
dalam doktrin mazhab Syi’ah Itsnd’ Asy’ariyyah — yang masih ghaib
yang mempunyai fungsi kenabian. Sedangkan Montesqueiu tidak
ada mengenal adanya pemimpin tertinggi dalam pemerintahan trias

politica.

B. Saran-saran

1. Dengan keterbatasan dalam penelitian ini, sangat perlu untuk diadakan
kajian yang lebih mendalam mengenai pemikiran Khomeini dan
Montesqueiu  khususnya tentang hubungan antara hukum dan
pemerintahan.

2. Perlu untuk dikembangkan lebih jauh studi mengenai hukum tata
negara dan konstitusi yang berkaitan dengan diskursus keislaman.

3. Atas keterbatasan, kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi
ini, penulis mengharapkan masukan dan kritik dari pihak manapun

demi perbaikan kualitas penelitian dan penyusunan skripsi ini.
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Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)
dan seruan Tuhannya dan mendirikan sholat,
sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan
musyawarat antara mereka; dan  mereka
menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami
berikan kepada mereka.
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